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PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
9 CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019

BAB |
PENDAHULUAN

Maksud dan Tujuan Penyuswan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daamghaluntabel dan
transparan sebagaimana diamanatkamnmdaUndangJndang Nomor23 Tahun 2015
tentang Pemerintahan Daeral®emerintah Kota Balikpapan menyusun Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Balikpapahun Anggaran(TA) 2019
sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksafiaggaran Pendapat dan
Belanja DaeralfAPBD) TA 2019.

Pemerintah Kota Balikpapan sebagaititas pelaporan menyusuriaporan
keuangan yang meliputi: Laporan Realisasi Anggék&tA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (LPSAL)Neracalaporan Operasional (LO)aporanArus Kas(LAK),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)an Catatan atas Laporan Keuang@alLK).
Laporankeuangan tersebut merupakan gaburiggorandari 36 entitas akuntansi yang
merupakan unit pemerintahatauOrganisasi Perangkat Daer@PD) Pemerintah Kta
Balikpapan di bawah kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Entitas
akuntansi Pemerintah Kota Balikpapan patihun 2019 diklasifikasikan menurut
urusannyaantara lain
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Pendidikan dan Kebudayaa

Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Balikpapan, Rumah Sakit Khusus
Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Permukiman,
Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamongd&naizinas

Sosial

2. Urusan WajibNon Pelayanan Dasar yang terdiri dari: Dinas Ketenagakerjaan, Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Dinas
Pertanahan dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dikasnunikasi dan Informatika, Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian, Dinas Penanaman Modal
dan Perijinan Terpaduad Dinas Perpustakaan dan Arsip;

3. Urusan Pilihan yang terdiri dari: Dinas Pemuda Olahraga dan PariwBatas
PanganPertanian dand?ikanan, dan Dinas Perdagangan;

4. Penunjang Urusan yang terdiri dari: Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Daeran, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan
Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dasarB&epegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia;

5. Pendukung Urusan yang terdiri dari: SekiatdDaerah dan Sekretariat DPRD;

6. Urusan Kesatuan Bangsa dan PoltddaKantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
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1.2.

7. Kewilayahan yang terdiri dari: KecamatanliBpapan Barat, Kecamatan Balikpapan
Tengah, Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kecamatan
Balikpapan Utaradan Kecamatan Balikpapan Timur.

LKPD Kota Balikpapardisusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
(SAP) sebagaimanaang diatur dalam Peraturan Pemerintéddimor 71 Tahun 2010
tentangSAP dengan menggunakan Lampiran | yang merupakaR Berbasis Akrual.
Pada dasarnya LKPD Kota Balikpapdm 2019 disusun dengan maksud untuk
memenuhi kebutuhan informasi dastakeholdersartara lain masyarakat,Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)embaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan
pemerintahpusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan seld®a019.

LKPD Kota BalikpapanTA 2019 disusun dengan tujuan untuk menyajikan
informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat
keputusan dengan menyediakan informasi mengeralisasi anggaran, hasil operasi
posisi keuangarperubahan ektas, perubahan saldo anggaran letidn arus kas.KPD
Kota BalikpaparTA 2019 disusun dengan tujuanenyediakan informashengenai
1. posisisumber daya ekonomi, kewajihatan ekuitas dana pemerintah;
perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dataskdana pemerintah;
sumber, alokagian penggunaan sumber daya ekonomi;
ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
cara entitas pelaporamendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatanmaimean
informasi yangberguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam
mendanai aktivitasnya.

Nogah~wdN

LandasanHukum Penyusunan Laporan Keuangan

LKPD Kota Balikpapan disusuperdasarkan

1. UndangUndang Nomor 1Tahun2003tentang Keuangan Negara

UndangUndang Nomor Trahun2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. UndangUndang Nomor 15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. UndangUndang Nomor9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23ahun2014 tentang Pemerintahan Daerah

5. UndangUndang Nomor 33Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. PeraturarPemerintah Nomor 58ahun2005tentangPengéolaan Keuangan Daerah

7. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun2019tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NomdaBun2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

9. Peraturan PemerintalNomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

10. PeraturarMenteri Dalam Negeri Nomor 1Bahun2006 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Zhhun 2013 tentang tentang
PedomarPengelolaatKeuangan Daerah

11. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nom64 Tahun2013 tentang Standar Akuntansi
PememtahanBerbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

N
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12. Perdauran Daerah Kota Balikpapan Nom@r Tahun 2013 tentang Pokolpokok
Pengelolaan Keuangan Daerah

13. PeraturarWali Kota Balikpapan Noma23 Tahun2013tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah

14. Peraturan WalKota Balikpapan Noma27 Tahun2013tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaa®arang Milik Daerah Kota Balikpapan;

15. Peraturan WalKota Balikpapan Nmor 38 Tahun2015tentangSistem Akuntansi
Pemerintah Daeraldan

16. Peraturan Wali Kota Balikp@am Nanor 36 Tahun 2017 tentang Kebijakan
Akuntansi.

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisa@atatan atakaporarKeuangan adalah sebagai berikut
Bab | : Pendahuluan
1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
1.2. Landasan bkum penyusunan laporan keuangan
1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Bab Il : Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
2.1. Ekonomi Makro
2.2. Kebijakan Keuangan
2.3. Pencapaian target kinerja APBD
Bab Il : Iktisar Pencapaian Kinerja Keuangan
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV : Kebijakan Akuntansi
4.1. Entitas pelaporan keuangan daerah
4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Bab V : Penjelasan pogos laporan keuangan
5.1. Laporan Realisasi Anggaran
5.1.1. PendapatahRA
5.1.2. Belanja
5.1.3. Transfer
5.1.4. Pembiayaan
5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
5.2.1. Perubahan SAL
5.3. Neraca
5.3.1. Aset
5.3.2. Kewajiban
5.3.3. Ekuitas
5.4. Laporan Operasional (LO)
5.4.1. Pendapatan LO
5.4.2. Beban
5.4.3. Kegiatan Non Operasional
5.4.4. Pos Luar Biasa
5.5. Laporan Arus Kas
5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi
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5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
5.6. LaporanPerubahan Ekuitas
5.6.1. Perubahan Ekuitas
5.7. Pengungkapan Informasi Lainnya
Bab VI : Penutup
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BAB Il
KEBI JAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TA RGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomirgangpengaruhi
masyarakat, perusahaatan pasar. Ekonomi makro daplfungsikan sebagai alat bagi
Pemerintah Daerah untuk menentukan daengevaluasi arah kebijakan dalam
mengalokasikan sumbetaya ekonomidan target pembangunan daerah dalam rangka
meningkatkan ekonondan kesejahteraan masskat.

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyustfenbahan APBD
TA 2019 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah D&eataln 2019 atau
tahunsebelumnyamenurut data Badan Pusat Statistik Kota Balikpagetragai berikut.
Tingkat Kemiskiran sebesar,22%
TingkatPengangguran Terbuka sebes28%.
Gini Ratio sebesdy,32%.
Indeks Pembangunan Manusia seb88dr1%.
Laju Pertumiohan Ekonomi (LPE) sebesal@%.
Tingkat Inflasi sebesar,B3%
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar HeBgalaku (PDRBADHB) sebesar
Rp83.604.887,6.

NoabkowNPE

2.1.1Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan
adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memestalmidar
minimum kebutuhankonsumsi pangan damon pangan yang dibutuhkan oléfdividu
untuk hidup layak.Pendudukmiskin merupakanpenduduk yang memiliki rateata
pengeluaran pekapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalgmersentase penduduk
miskin Prownsi/KabupateriKota periode tertentNamunmemetakan kemiskinan tidak
cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat
kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah Indonesia juga perlu mendapat
perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemeKe@élaman kemignan
menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.
Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang
termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaramatitaelompok miskin
di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya

Tabel 1 Persentase Penduduk Miskin Kota Balikpapan

No Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 Tahun 2019 Nailzé/tol,)lrun
1 Kota Balikpapan (%) 2,64 2,42 (0,22)

2 Kota Balikpapan (Ribu Orang) 17.008 juta 15.780 juta (1.288 juta)
3 Provinsi Kalimantan Timur (%) 6,03 5,94 (0,09)

4 Nasional (%) 13,10 12,60 (0,50)

5 Peringkat Provinsi 10 10

6 Peringkat Nasional 6 6

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan
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Tingkat kemiskinan Kota Balikpapan dah kurun waktw2 tahunterakhir selalu
berada di bawah tingkat kemiskinan provinsi dan nasional serta menjadi kabupaten/kota
yang tingkat kemiskinannya terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Tingkat kemiskinan
yang sudah rendah kemudian masih dapat dik#madalagi bahkan hingga menurun
menjadi 2,42% inmerupakan hasil dari berjalaya program kerja penanggulangan
kemiskinan di masingnasing OPD yang tergabung dalam Tim Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TPKD)eperti: Program Online Informasi Penduduk Miskin,
Program BantuanModal UsahaEkonomi Kecil danRumah Tangga dan Bantuan dari
Program Nasional Perlindungan Sosial yaljterima Penduduk Miskin Kota
Balikpapan. Jenis Program Perlindungan Sosial Persentase Rumah Tangga yang
Menerima Raskin/Rastra/BPNJebesafB,85%, Program Indonesia Pintar (PE&besar
2,65%, Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (Kéd#sab,67%,
dan Program Keluarga Harapan (PKHpe®arl,23% dari totarumah tangga dkota
Balikpapan. Prograntersebutdapatmengangkat pendapatan masyarakat miskin lebih
tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskiKanta BalikpapanSelain itu,dengan
stabilsasi, peningkatin perekonomiankota, dan pengendalianinflasi daerah turut
mendorong penurunan jumlah penduduk miskiota Balikpapan hingga limahun
terakhir.

Usaha menurunkan angka kemiskinan dadmhdepannydebih beratkarena
kondisi penduduk miskin saat ini sudah sangat sedikit/lssdiesar,42% atau dapat
dikategorikan bahwa penduduk miskifota Balikpapan dpat dikategorikarsangat
miskin. Besaran pendapatapenduduk miskinKota Balikpapanjauh dari garis
kemiskinan dan hal ini dapat dilihat dari Indeks Kedalakamiskinan (P1) sebesar 0,26
yang menjauh dari angka 0,08al tersebut berarfendapatan ratata penduduk miskin
cukup jauh dibanding dengan batagaris kemiskinannya Sementara ity Indeks
KeparahanKemiskinan (P2) mendekati angka 0,06 yang berarti pendapatarateata
antar penduduk miskin tidak beda nyata atau kurang lebih saja.

Untuk itu, program pengentasan kemiskinan depan lebih mengarah kepada
bantuan modal dan pembinaan yang mengardbk meningkatkan pendapatan rumah
tangga miskirsesuaidengankondisi kegiatarperekonomiarseperti: bantuan teknis dan
modal kerja bagi usaha pertamiberupa pembinaan kepada petantuk komoditas yang
ekonomis dengan panca usaha tani, bagi usaha lainnya seperti industri mikro kecil dengan
bantuan teknik dan design produk serta bantuan pinjaman nidalatersebutharus
dilakukan secara terintegrasirdinstansi terkait termasuk dengan lembaga keuangan.

Tabel 2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota Balikpapan

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%)

1 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kota 0,67 0,26 (0,41)
Balikpapan

2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi 0,85 0,91 0,06
Kalimantan Timur

3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional 1,71 1,55 (0,16)

4. Peringkat Provinsi 4 1 3)

5 Peringkat Nasional 66 7 (59)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan
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Tabel 3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%)

1 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kota 0,26 0,06 (0,20)
Balikpapan

2 Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi 0,20 0,21 (0,01)
Kalimantan Timur

3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional 0,44 0,37 (0,07)

4. Peringkat Provinsi 5 1 4)

5 Peringkat Nasional 169 21 (148)

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan
2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuk&PT) adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerjgenganggur terbukaerdiri dari: meeka yangtidak
menpunya pekerjaan dan mencari pekerjaarereka yandidak menpunya pekerjaan
dan mempersiapkan usaheereka yangidak menpunya pekerjaan dan tidak mencari
pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekefgaanereka yangsdah
menpunya pekerjaamamunbelum mulai bekerja.

TPT Kota Balikpapan dalam kurun waldua shunterakhir masih berada di atas
atau lebih tinggi dari tingkat TPgrovinsi dannasional.

Sesuai dengan datari BPSKota Balikpapa, TPTKota Balikpaparrahun2019
sebesar 29%, sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini.

Tabel 4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan

No Uraian Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/Turun (%)

1. Tingkat  Pengangguran  Terbuka 9,52 7,29 (2,23)
Kab/Kota (%)

2 Tingkat Pengangguran Provinsi (%) 6,91 6,6 (0,31)

3 Tingkat Pengangguran Nasional (%) 55 5,34 (0,16)

4 Peringkat Provinsi 9 9

5 Peringkat Nasional n/a n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

TPT Kota BalikpapanTahun 2019 menurut dat88PS menunjukkan angka
sebesar 29%, sedangkan TPKota BalikpapanTahun2018 sebesar 9,52% athabih
rendah 23% dibandingkan dengan angka TPahun2018.

2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan alat anadisyang digunakan untuk
menghitung atau mengukur distribysndapatan masyarakat suatu negara atau daerah
tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah
kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran
konsumsi dengan distribusiniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif
penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

a. Indek Gini sama dengan Omenunjukkan distribusi pendapatan merata
sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan
yang &mag dan
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b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata
mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu
saja.

Sesuaidengan data pad@PS Kota Balikpapan realisasi pencapaian GRaitio
Kota Balikpgpan Tahun2018 adalah sebesar3@, poin, sebagaimana dijelaskan tabel di
bawah ini. Padd@ahun2019, BPS Kota Balikpapan tidak mengeluarkan data terkait Gini
Ratio dikarenakan kurangnysamplepenelitian.

Tabel 5 Gini Ratio Kota Balikpapan

No Tingkat Kemiskinan Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/turun (%)
1 Tingkat Kota Balikpapan 0,32 n/a
2 Tingkat Provinsi Kalimantan 0,34 0,34
Timur
3 Tingkat Nasional n/a n/a
3 Peringkat Provinsi n/a n/a
4 Peringkat Nasional n/a n/a

Sumber Dokumen: bps.go.id
2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan
bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatanand pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu
harapan hidup/ umur panjang dan sehatlgng and healthy life pengetahuan
(knowledgg dan standar hidup layakidcent standart of living Sesuai dengan UNDP
Indeks tersebut dikategorikan menjadipat, yaitu:

1. rendah (<60)

2. ssdang (6001 PM<70)
3. tinggi (70d&n PM<80)
4. sangattinggi (>80).

Sesuaidengandata pad8BPS Kota Balikpapan Realisasi pencapaian IPM Kota
BalikpapanTahun2019 sebesar 801l poin dengan kategori sangat tinggi sebagaimana
dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Indeks Pembangunan Manusia

No IPM (Tingkat) Tahun 2018 Tahun 2019 Naik/turun (%)
1 Kota Balikpapan 79,81 80,11 0,30

2 Provinsi Kalimantan Tinur 75,83 76,61 0,78

3 Indonesia/Nasional 71,39 71,92 0,53

4 Peringkat Provinsi 3 2 1)

5 Peringkat Nasional n/a n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Realisasi pencapaian IPMota BalikpapanTahun 2019 sebesar80,11 poin,
dibandingkardenganTahun2018 sebesar 781 poin yang berartimengalami kenaikan
sebesar @ poin Peningkatan IPM tersebutisebabkan meningkatnyamur harapan
hidup saat lahir (AHH)atau danharapan lama sekdia(HLS) dan Rataata Lama
Sekolah (RLS)ataudarstandar hidugerkaitan dengan PNB per kapitdamur harapan

Catataretas Laporan Keuangan 2019 22



hidup saat lahir mencapai4,41 tahun pada Tahun 2019, lebih lama0,23 tahun
dibandingkan dengan mereka yang lahir patansebelumnygang berada pada ,A8
denganrharapan lama sekold,12 tahun Sementar&tandar HidugPNB per kapitger
tahunsebesar Rp.79100 atau meningkaRp234 00 dibandingkartahunsebelumnya.

IPM Kota Balikpaparpada saat ini berada pada urugashari 10 KabupaterKota
yang ada di Proving{alimantan Timur

2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk
mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi
suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam
menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan
aktivitas perkonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk
menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa.
Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan
masyarakat meningkat, sebab maskatrgemilik faktor produksiPertumbuhan ekonomi
dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan

Kota Balikpapan Provinsi Nasional
No Uraian Tahun Tahun  Tahun Tahun Tahun
2017 2018 2019 2019 2019
1 PDRB (harga konstan 2010) (Rp) 3,84 4,95 4,78 2,67 n/a
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 51 52 5,2 2,67 n/a
3 Peringkat Provinsi 3 3 n/a n/a n/a
4 Peringkat Nasional (Indonesia) n/a n/a n/a n/a n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Selama kurun wdu Tahun 2017 s.d 2019 perekonomianKota Balikpapan
mengalami peningkatasebesarl,11% dari Tahun 2017 s.d 2018 dan mengalami
penurunarsebesar A7%.Pada perioddahun2017s.d2018 pertumbuhan perkonomian
Kota Balikpapamdalahsebesa0,10% dan pad&urun waktuTahun2018s.d2019data
laju pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan belum tersedia di laman resmi BPS Kota
Balikpapan.Dalam skala provinsi laju pertumbuhan Kota Balikpapan menempati urutan
ke-3 dari laju pertumbuhan kota atakabupaten lain data wilayah Provinsi
Kalimantan Timur.

2.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga
beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang
terlalu tinggi merupakan gejalauruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran
inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan
jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya
inflasi terbagi 4 kategori yangdiputi: (i) inflasi ringan €reeping inflation ditandai
dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun
hanya kurang dari 10% dalam s#&ahun (ii) Inflasi Sedang@alloping Inflation) sedikit
lebih tinggi dibandingkarinflasi ringan laju berkisar antara ¥0-30% s¢ahun (iii)

Inflasi Berat High Inflation) mencakup hitungan mulai dari #100% sé&hun Pada

Catataretas Laporan Keuangan 2019 23



2.1.7

tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendadikan
(iv) Hiperinflasi Hyper Inflation) sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara
besatbesaran dan mencapai lebih dari 100%tsaen

Inflasi Kota Balikpapan dalam duahunterakhir lebih rendah dari pada inflasi
provinsi dan nasional. Pencapaian inflasi yang rendah ¢l slisebabkan oleh
terkendalinya inflasi bahan makanan sebagai upaya dari TPID Kota Balikpapan dan
Satgas Pangan dalam program pengendalian inflasi daerah.

Sesuai dengan data pa@#®S, tngkat inflasi Kota BalikpapanTahun 2019
sebesall,88% dengan katgori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 8 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan

No Uraian Tahun 2018  Tahun 2019 Naik/Turun (%)
1 Tingkat Inflasi Kota Balikpapan (%) 3,13 1,88 (1,25)

2 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur (%) 3,24 1,66 (1,58)

3 Tingkat inflasi Nasional (%) 3,13 2,72 (0,41)

4 Peringkat Provinsi n/a n/a n/a

5 Peringkat Nasional n/a n/a n/a

Sumber Dokumen: BPS Kota Balikpapan

Struktur Perekonomian Kota Balikpapan

Struktur perekonomia Kota Balikpapardalam menujang PDRB dapat dilihat
pada tabel di bawah ini

Tabel 9 PDRB Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Dalam jutaan rupiah)

No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
1 Pertanian, Kehutanan, dan perikanan 693.061,50 746.262,50 782.014,60
2 Pertambangan dan Penggalian 35.262,90 35.529,90 35.935,20
3 Industri Pengolahan 43.657.280,80 45.442.815,10 47.472.116,80
4 Pengadaan Listrik dan Gas 66.169,70 69.496,30 76.027,20
5 Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah; Limbah 54.639,50 55.725,60 58.994,40
dan Daur Ulang
6 Konstruksi 8.943,483,40 9.510.131,50 10.176.792,10
7 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil 6.155.721,30 6.551.791,70 6.936,740,60
dan Sepeda Motor
8 Transportasi dan Pergudangan 5.978.044,80 6.283,542,00 6.337.254,20
9 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.108.885,60 1.240.300,30 1.343.770,80
10 Informasi dan Komunikasi 2.644,528.90 2.780.444,90 3.004,061,30
11 Jasa Keuangan dan Asuransi 2.394,776,20 2.517,790,50 2.612.608,20
12 Real Estate 1.321.553,40 1.382.661,70 1.410.669,50
13 Jasa Perusahaan 198.591,40 205.647,70 207.752,30
14 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan 894.679,30 940.397,40 1.000.206,70
Jaminan Sosial Wajib
15  Jasa Pendidikan 1.008.511,90 1.087.881,80 1.137.683,80
16 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 385.003,40 409.277,60 431.695,60
17 Jasa Lainnya 491.885,00 534.098,90 580.565,50
18 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 76.032.079,10 79.793,795,40  83.604.887,60
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No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019

19 Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas n/a n/a n/a
20 PDRB Provinsi 165.652,00 174.882,00 n/a
21 PDRB Nasional 51.881,00 55.987,00 n/a
22 Peringkat Provinsi n/a n/a n/a
23 Peringkat Nasional n/a n/a n/a

Kebijakan keuangan

Kebijakan keuangan Pemerintah Kota Balikpapbgh 2019 mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengardb (RJPMD) 2016.d2021. RPIJMD Kota
Balikpapan memuat program dan kegiatan yang merupakan hasil kajian yang mendalam
tentang visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu
O0Mewujudkan Kota Bali kpapan s abbhya dan Kot a Te
Berkelanjutan Menuju Madinat ul | mano. RPJ MD
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota BalikpapiviD RProvinsi
Kalimantan Timur,Renstra Provinsi Kalimantan Timuitan RPJP Nasional.ujuannya
untuk mefamin terciptanya sinergi kebijakan damlgionisasi program secara vésti
antar tingkat pemerintahan yang berbeda. Implementasi program dan kegiatan tersebut
membutuhkan anggaran yang dituangkan dalam APBD Kota Balikpapantabtiap

APBD TA 2019 dissun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomof &&in
2005 tentang Pengelolaan Keuangan DadeatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peratianteri Dalam Negeri Nomor ZLahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nofraub3
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoiTd8un 2006 tentang
Pedoman Pengelola&Keuangan Daeralfasal 4menyatakarbahwafi Kuangan daerah
dikelola secara tertib, taat pada peraturan peruadadgngan, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyakab. Selanjutnya disebutkan pula bahwa pengelolaan keuangan
daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi.

Dalam penyusunan anggaran daerah, terdapat beberapa prinsip disiplin anggaran,
antara lain:

1. pendapatan yang direncanakan merupakakinean yang terukur secara rasional,
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang
dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja

2. penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam
jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum
tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/ Perubahan 4&BD

3. semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalanun anggaran yang
bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dkauk dalam rekening Kas
Umum Daerabh.
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Beberapa kebijakan keuangan yang dilaksanagada Tahun 2019 dapat
dijelaskan sebagai berikut

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

222

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam AFABD 2019 merupakan
perkiraan yang terukur secarasional yang memiliki kepastiandan dasar hukum
penerimaannyaKebijakan pendapatan daerah terdiri ddPiajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah yang dipisahkanlaimiRAD yang Sah,

Dana PerimbangarmdanLain-Lain Pendapatagang Sah. Dana Perimbangan dargat

masih menjadi tumpuan Pemerintah Kota Balikpapan sebagai sumber utama pendanaan
program dan kegiatapadaTahun2019 dengan tetap langk&mgkah intensifikasi dan
ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah.

Dalam rangk mengoptimalkan sumbsumber PAD, maka Pemerintah Kota
Balikpapan menetapkan strategiafitaranya dengan melakukan perluasan pembayaran
pajak dan retribusi melalui bank, melakukan penambahan gerai dalam rangka
mempermudah pembayaran pajak dan retriloasirah, menerapkan aplika3ayment
Onling melakukan operasi sisir dan pengamaobjek pajak daerah, melakukapdate
data PBBP2, melakukan pengembangan potensi pajak dan retribusi dadmah
melakukan sosialisasi terhadap berbagai kebijidedijakanbaru.

Sumber pendanaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di
Tahun 2019 diproyeki&kan dari pendapatan sebesar2B27.027.291.9180 dan dari
penerimaan pembiayaan berupa penggunaan SiLPAhun 2018 sebesar
Rp291.635.286.4280. Penerimaan Pendapatan direncanakan bersumber PddDi
sebesar R§B8.424.448.7000, Pendapatan Transfer sebe$3pl.835.602.843.21@)
dan Lainlain Pendapatan Yang Sah sebéagd.000.000.00@0.

Kebijakan Belanja

Berdasarkan Undargdndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomof 42un2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan
konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pela&satugasorganisasi yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundadgngan serta harus memiliki dasar
hukum yang melandasinya.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan
wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkamgda Standar Pelayanan Minimal (SPM),
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Norfah@n2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundadgngan.

Pamerintah Kota Balikpapan berkomitmen untuk tetap memprioritaskan dan
fokus terhadap belanja daerah yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk
meningkatkan sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Belanja Daerah diahun2019 dialokasikan untuk 3 pos pengeluaran yang terdiri
dari: Belanja Operasisebesar Rp943.252.515.15Q0, Belanja Modal sebesar
Rp831.783.646.1900, dan Béanja Tidak terduga sebesar Hp241.417.0000.
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2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam struktu APBD, selain komponen Pendapatan dan Belanja Daerah,
terdapat juga Pembiayaan Daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu
dibayar kembali/diterima kembali, baik pad@A yang bersangkutan maupuhA
berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daermditi dari Kebijakan dan Rencana
Penerimaan Pembiayaan Daerah serta Kebijakan dan Rencana Pengeluaran Pembiayaan
Daerah.

Pos Penerimaan Pembiayaan direncakan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SILPA)TA sebelumnya, sedangkan pada Pos PengeluBembiayaan
dimungkinkan adanya alokasi untuk penyertaan modal/Investasi Pemerintah Daerah pada
BUMD, PDAM dan pada Bank Pembangunan Daerah.

Penerimaan  Pembiayaan padaTA 2019 dialokasikan  sebesar
Rp291.635.286.4280 yang merupakan Sisa Lebih PerhitungAnggaran (SiLPA)
TA 2018. Pengeluaran Pdmayaan dialokasikan sebes&p29.225.000.0000 yang
merupakan penyertaaroaal Pemerintah Kota Balikpapan.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Indikator pencapaian atget kinerja APBD yang merupakan dzamn
keberhasilan pencapaian program dan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan secara
keseluruhan dijelaskan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pemerintah Kota BalikpapahA 2019.
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BAB Il
IKHTISAR PENCAPAIAN KI NERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang menggambarkan
kinerja APBD menurut urusan pemerintah daerah dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Urusan Pendidikan
Urusan Pendidian padaTA 2019 setelah perubahan mendapat alokasi amgga
belanja langsung sebesar 246.618.191.950,0@an dapat direalisasikan sebesar
Rp230.957.178.210,3a8tau93,6%%.

b. Urusan Kesehatan
Urusan Kesehatan padBA 2019 mendapat alokasi anggaran belatgagsung
sebesar R236.253.985.525,00 dan chpat direalisasikan sebesar
Rp183.976.871.435,68tau77,8®6. Program dan kegiatan pada Urusan Kesehatan
Tahun 2019 dilaksanakan oleh: Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, Rumah Sakit
Khusus Bersalin Sayang Ibu Kotalikpapan, Sekretariat Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan.

c. UrusanPerumahan Dan Fasilitas Umum
UrusanPerumahan dan Fasilitas UmypadaTA 2019 mendapat alokasi anggaran
belanja langsungebesar R§H7.309.642.200,0@an dapat direalisasikan sebesar
Rp579.070311.238,10atau88,1®0. Program dan kegiatan padausanPerumahan
dan Fasilitas UmunTahun2019 dilaksanakan oleh: Dinas Pekerjaan Umum Kota
Balikpapan dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang.

d. Urusan Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hiduppada TA 2019 mendapat alokasi anggar belanja
langsung sebesar B48.202.520.562,00dan dapat direalisdgin sebesar
Rp90.357.685.199,7Atau60,9P%.

e. UrusanKetertiban Dan Ketentraman
Urusan Ketertiban dan Ketentramapada TA 2019 mendapat alokasi angge
belanja lagsung sebesar R{B98.473.000,00dan dapat direalisasikan sebesar
Rp2.447.017.148,06tau84,42%6. Program dan kegiatan pada Urukatertiban dan
Ketentraman Tahun 2018 dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Satpol PP,
Kesbangpol, dan Seluruh Kecamatan #aturahan Kota Balikpapan, dan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.

f.  UrusanPerlindungarSosial
Urusan PerlindunganSosial padaTA 2019 mendapat alokasi anggaran belanja
langsung sebesar R{.960.814.500,00 dan dchpat direalisasikan sebesar
Rp18.430.876.7880 atau 87,93%6. Program dan kegiatan pada Urusan Sosial
Tahun2019 dilaksanakan oleh Dinas Sosial.

g. UrusanEkonomi
Urusan Ketenagakerjaan patia 2019 mendapat alokasi angger belanja langsung
sebesar R1657.844.274.713,00 dan chpat direalisasikan sebesar
Rpl139.725.371.112,98tau83,25%.
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UrusanPariwisda dan Budaya

Urusanpariwisata dan budaypadaTA 2019 mendapat alokasi anggar belanja
langsung sebesar Bp.781.982.400,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp27.770.626.532,18tau84,7 6.

UrusanPelayanan Umum

Urusan Pelayanan Umumpada TA 2019 mendapat alokasi angger belanja
langsung sebesar Bp9.188.108.655,00dan dpat direalisasikan sebesar
Rp267.211.380.302,28tau83,72%.

3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target yang Telahi@tapkan

Hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan

secara rinci dapat dijelaskan daldiKPJ Walikota BalikpapanTahun 2019 Selama
pelaksanaan APBDTahun 2019 terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam
pencapaian target yanddk ditetapkan. Dari sisi Pendapatan, dapat disimpulkan kendala
yang dihadapi sebagai berikut:

a.

Tingkat akurasi data dasar pajak dan retribusi yang berpengaruh terhadap data wajib
pajak dan wajib retribusi, perlu diupayakan ketersediaannya guna mendukung
peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi.
Efektivitaspenerapan prosedur dan mekanisme administrasi pengelolaan Pendapatan
Asli Daerah perlu lebih dioptimalkan guna mendorong transparansi dan akuntabilitas
penglolaan Pendaatan Asli Daerah.

Perlu ditingkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian
pengelolaan sumbaumber Pendapatan Asli Daerah.

Perlu dioptimalkan lebih lanjut kualitas petugas pengelola administrasi Pendapatan
Asli Daerah.

Kesadaran masyarakdalam memenuhi kewajibannya perlu lebih ditingkatkan.

Sementara dari siselanja, dapat sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
pelaksanaan kegiatan pengadaeamipangunan di enam bulan terakhir. Perlu
koordinasi dan sinkronisasi seluruh pihak sehingggencanaan, kelengkapan
administrasi dan pelaksanaan kegiatan dapat dikemjalsaat memasuki triwulan
kedua; dan
pelaksanaan anggaran yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan. Perlunya
peningkatan pemahaman dan kecermatan dalam penyusunan anggairagya
kegiatan yang akan dilaksanakan bisa lebih cepat, tepat sadanaefektif demi
menghindari tidak teralisasinya anggaran yang telahudems atau bahkan
permasalahanukum dikemudian hari.
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4.1.

4.2.

4.3.

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi addda prinsipprinsip, dasadasar, konvendionvensi,
aturanaturan dan praktelpraktek spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan
Pemeintah Kota Balikpapanrahun 2019 kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai
denganPP Nomor 71 Tahun 2010 tentangSAP dan Peraturan WaliKota Balikpapan
Nomor 36 Tahun2017 tentang Kebijakan Akuntankiota Balikpapan.

Adapun kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Kota lBg@apan adalah sebagai berikut

Entitas Pelaporan Keuangan @erah

Tanggung jawab Laporan Keuangan berada pada pimpinan entitas. Dalam
aktifitasnya Entitas Laporan Keuangan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi
dan enitas pelaporan.

Entitas Akuntansi adalah unipemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk kemudian digabungkan padditdsPelaporanEntitas Akuntansi dalam
hal ini adalah ®D yang berada dalam lingkup Pemerintah Kota Balikpapan yang
berjumlah 36 OPDEntitas Pelaporan adalah unit Pemerintahan Daerah Kota Balikpapan
yang terdiri dari 36 entitas akuntansi yang menurut ketentuan perdnddaggan wajib
menyampaikataporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.

Basis Akuntansi yang Mendasari BnyusunanLaporan Keuangan

PemerintahKota Balikpapanmenerapkan basis akrual dalam penyusunan dan
penyajian Neracd,O, dan LPE serta basis kas untuk penyusunan datygjean Laporan
Realisasi Anggaradan Laporan Arus KasBasis akrual adalabasis akuntansi yang
mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu
terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atgarldib.
Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau
peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau didalani sesuai
dengarSAPyang telah ditetapkan dengBRPNomor 71Tahun2010 tentan@&AP.

BasisPengukuran yang Mendasari Renyusunan LaporanKeuangan
Berikut disampaikan dasaasar pengukuran penyusunan Laporan Keuangan.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) DAN LAPORAN PERUBAHAN
SALDO ANGGARAN LEBIH (SAL)

a. LRA menyajikan informasi realisasi pemadan, belanja, surplus/(defisit) dan
pembiayaan, yang maskmgasing diperbandingkan dengan anggaya dalam satu
Tahunperiode.

b. LPSAL memberikan informasi mengenai perubahan gunggungan Sadolebih
Pembiayaan AnggararSiLPA)/Sisa Kurang Pembiayaannggaran $iKPA) pada
tahunpelaporan.
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PENDAPATAN-LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekeningridas Daeran(RKUD).

b. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
menbukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumialmya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran)

d. Dalam hal Badan Layanannim (BLU), pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundangan yang mengatur mendginiai

e. Pengembalian yang sifatnya rmml dan berulangrécurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan.

f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulamgrfecurring) atas
penerimaan pendapatan yangaei pada periode penerimaan pendapatan dibukukan
sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulanmgngecurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

BELANJA -LRA

a. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaranRi€dD.

b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjaaban atas p@eluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai
fungsiperbendaharaasengarterbitnya SP2D GU

c. Dalam halBLU, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
mengatur mengen&LU.

d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikeskonomi (jenis belanja), organisasi, dan
fungsi.

e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suaiktifitas Klasifikasi ekonomi tersebut meliputi
belanja pegawai, belanja barang, belanja moblahga, subsidi, hibah, bantuan
sosial dan belanja tak terduga.

f.  Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatarhsghaemerintah
daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi
belanja pegawai, belanja bagattan jasa, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

g. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal
meliputi antara lain beld@ modal untuk perehan tanahgedung dan bangunan,
jalan dan jembatan, mesin dan peralatan dan aset tak berwujud.

h. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alamg benc
sosial, pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka
penyelenggaraan kewenangsmerintah daerah.
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SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.

b. Defisit adalah slisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan.

c. Selisih lebih/(kurang) antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan
dicatat dalam pos Surplus/(Defisit).

PEMBIAYAAN -LRA

a. Pembiayaan fihancing adalah seluruh transakkeuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau
memanfaatkan surplus anggaran.

b. Penerimaan pembiayaan adalah semua meaean RKUD antara lain berasal dari
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan
daerah, penerimaan kembpiinjaman yang diberikan kepadg@k ketiga, penjualan
investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.

c. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima REHD.

d. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jopitalya (setelah
dikompensasi dengan pengeluaran)

e. Pencairan Bna Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

f. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengelB#EID antara lain pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali
pokok pinjaman dalam periodBahun anggaran téentu, dan pembentukan dana
cadangan.

g. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkaRIid&iD.

h. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil
hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan merupakan penambahan Dana
Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli
daerah lainnya.

i. Pembiayaameto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam peribdbunanggaran tertentu.

j-  Selisih lebih/(kurang) iara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiaixio.

SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA/SIKPA)

a. Sisa lebih/(kurang) pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/(kurang) antara
realisasi pen@maan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

b. Selisih lebih/(kurang) antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SIKPA.

TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK
BARANG DAN JASA

Tramsaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa
harus dilaporkan dalamRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada
tanggal transaksi. Disamping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan
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sedemikian rupa pad@a_K sehingga memberikan informasi yang relevan mengenai
bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.

LAPORAN OPERASIONAL (LO) DAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(LPE)

a.

LO memberikan informasi tentgn kegiatan operasional keuangan yang
tercerminlan dalam pendapat&©, beban, dan surplus/defisit operasional dari
suatuentitas pelaporan

LPE menyajikan sekurangurangnya pofos Ekuitas awal atau ekuitdsahun
sebelumnya, Surplus/defidiD pada periode bersangkutan dan kor&kseksi yang
langsury menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak
kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi
kesalahan mendasseperti persediaan dan revaluasi aset tetap.

PENDAPATAN-LO

a. Pendapatadiakui pada saat timbulnyek atas pendapatan dan adanya aliran masuk
sumber daya ekonomi.

b. Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber pendapatan

c. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumktanya @Getelah
dikompensasi dengan pengeluaran)

d. Dalam halBLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan
yang mengatur mengenaLU.

e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulamgufring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaaupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagai pengurang pendapatan.

f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulamgr(ecurring) atas
penerimaa pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatataperiode yang sama.

g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulangniecurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan
pengembaliarersebut.

BEBAN

a. Belanja diakui pada satimbulnya kewajibanterjadinya konsumsi as#étrjadinya
penurunamrmanfaatekonomi ataypotensijasa

b. Beban diukur berdasarkan realisasi pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya
kewajiban period&dahunberkenaa.

c. Dalam halBLU, bebandiakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang
mengatur mengen&LU.

d. Bebandiklasifikasikan menurut klafkasi ekonomi

e. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompolagbanyang didasarkan pada jetisban

untuk melaksanakan suatktivitas. Klasifikasi ekonomi tersebut melipuieban
pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah,
bebanbantuan sosial, beban penyusutan asetatatafisasi, beban transfeign

beban tak terduga.
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f.  Penyusutamset téap dan aset berwujud yang nilainyaathskapitalisasi dilakukan
dengan metode garis lurustr@ight line method Nilai penyusutan untuk masing
masing periode diakui sebagai beban penmswan dicatat pada Akumulasi
Penyusutan Aset Tetap sebagangerang nilai aset tetap.

SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

a. Surplus/DefistLO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit
kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

b. Saldo Surplus/DefisitO pada &hir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan
Perubaharkuitas.

POS LUAR BIASA

a. Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari{os lainnya dalam Laporan Operasional
dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

b. Pos LuarBiasa memuat keghan luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai
berikut:
1) Kejadian yang tidak dapat diramalk@njadi pada awalahunanggaran;
2) Tidak diharapkan terjadi berulanggang; dan
3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah

NERACA
ASET

Aset adalah sumber dayekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwva masa lalu dan darimana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satiany, termasuk sumber daya non keuangan
yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan
sumbersumber daya karena alasan sejarah dan budaya.

Aset Lancar

a. Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat dileatisatau
dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan
dan belanja dibayar dimuka.

Kas dan Setara Kas

a. Kas adalah uang tandan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.

b. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid/mempunyai masa jatuh
tempo tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya yang simbadkan
menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan.

c. Kas diakui pada saat diterima atau dikeluarkan berdasarkan nilai nominal uang.

d. Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah. Jika ada kas dalam valuta asing
maka harus dikaoversi berdasarkan nilai kurs tendgdank IndonesiaRgl) pada saat
transaksi.
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Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat diperjualbelikan/dicairkan
dan dilakukan dalam rangka manajemen kas dan berisiko rendah, antaregasit®
Berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan atau yang dapat diperpanjang
secara otomatisrévolving deposifs Surat Utang Negar@SUN) jangka pendek dan
Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Piutang

a. Piutang merupakan hak dan klaim kepadiaalp ketiga yang diharapkan dapat
dijadikan kas dalam satperiode akuntansi terdiri darpiutang pajak, piutang
retribusi, piutang dana perimbangan, piutanglain dan sebagainya.

b. Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang diperkirakan dapat dirsi&hsa

c. Piutang diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah kas yang akan
diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan.

Penyisihan Piutang

a. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungikiakn
dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi
dan/atau entitas lain.

b. Penggolongankualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan
besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakdksgan
mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang
dilakukan oleh pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada
tanggal pelaporan.

c. Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang.
Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai
berikut:

Tabel 10 Klasifikasi Kualitas Piutang

No. Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tidak Tertagih
1. Lancar 0.5%
2. Kurang Lancar 10 %
3. Diragukan 50 %
4. Macet 100 %

Belanja Dibayar Dimuka

a. Belanja dibayar dimuka merupakan penurunan aset yang digunakan untuk uang
muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan
dipertanggungjawabkan kemudian.

b. Belanja dibayar dimuka diakui dalam periode berjalandsankan jumlah kas yang
dikeluarkan.

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca disajikan
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Persediaan

a.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau ksgveengyang

dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, darn-barang

yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Persediaan meliputi

1) Barang atau perlengkapasupplie$ yang digunakan dam rangka kegiatan
operasional pemerintah;

2) Bahan atau perlengkapasupplie$ yang digunakan dalam proses produksi;

3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau dibkemn kepada masyarakat dalam
rangka kegiatan pemerintah.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk

digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantorolodo@in, bibit

tanaman, barang tak habis pakai ségemponen peralatan dan pipa, dan barang

bekas pakai seperti komponen bekas.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan

dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan, tidak

disajikansebagai persediaan

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Persediaan dalam neraca disajikan sebesar :

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

InvestasiJangka Panjang

a.

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih
dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi Jangka Panjang dibagi menjadi investasi perntmenon permanen.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara berkelanjutan dan tidak untuk diperjualbelikan.

Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal dan investasi permanen lainnya
yang dimiliki olehpemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi non permanen dapat berupa pembelian obbdms surat utang jangka
panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya
oleh pemerintah, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga, dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka
pelayana masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada
masyarakat, dan investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan
untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang
dimaksudkan untuk penyehatan/penayaftan perekonomian.

Investasi jangka panjang diakui pada saat pengeluaran kas atau aset apabila
kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial dimasa yang
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akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah atau nilai

perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memeldnl€).

Penilaian investasi dilakukan dengaga metode yaitu

1) Metode biaya, yaitu investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas
investasi diakui sebesar bagian yang thitardan tidak mempengaruhi besarnya
investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Metode biaya digunakan
apabila kepemilikan kurang dari 20%.

2) Metode ekuitas, yaitu investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan dan
ditambah atau dikurangi sebesargiba laba (kecuali @iden) atau rugi
pemerintah setelah tanggal perolehan. Metode ekuitas digunakan apabila
kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, digunakemitama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat

Dasar investasi Pemerintah Kota Bphpan adalah sebagai berikut

1) Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dengan dasar pembagian
laba dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUB&ngan Provinsi dan
Kabupaten/Kota s&alimantan Timurdan Perda Nomor Zahun2014 tentang
Penyertaan Mod&emerintah Kot&8alikpapan kepada BPRalimantan Timur

2) PDAM Kota Balikpapan dengan dasar pembagian laba berupa Perda Nomor
10 Tahun2014 tetang Perubahan atas Peraturan Daerah Noni@h@n2008
tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan dan Perda Nomor
3 Tahun2011 tentang Penyertaan Modal daerah pada PDAM Kota Balikpapan.

3) Perusahaan DaerdPerusda)Kota Balikpapan dengadasar pembagian laba
berupa Perda Nomor Bahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah pada
Perusahaan Daerah Kota Balikpapan.

Aset Tetap

a.

Aset tetap adalah Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua

belas) bulan untuk digunakan dalam leégh pemerintah atau dimanfaatkan oleh

masyakarat umuniset tetap diklasifikasikan menjadi:

1) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi
siap pakai.

2) Peralatan dan Mesin
Mencakup mesimesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh
inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan
Mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh petabr serta
dimiliki dan/ataudikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Catataretas Laporan Keuangan 2019 37



5) Aset Tetap Lainnya
Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok aset
tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional
penerintah dan dalam kondisi siap pakai.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan
Mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada
tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

b. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, namun apabila harga persiddla
memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat
perolehan.

c. Untuk keperluan penyusunan neraca awal, biaya perolehan aset tetap yang
digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun, dan untuk
periode setalh tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, maka digunakan
biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

d. Biaya perolehan suatu aset tetap iterdari harga belinya atau keamuksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yalagat diistribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.

e. Biaya perolehan dari masinagasing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikaharga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar maskmgasing aset yang bersangkutan.

f.  Suatuaset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset
tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam o diuk
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat
aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas yang
ditransfer/diserahkan.

g. Suatu aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran atas suayam@geterupa yang
memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset juga
dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam
keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini
Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatayiGg amount atas
aset yang dilepas.

h. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar
pada saat perolehan.

i. Pengeluararsetelah perolehan awal suatu assghp yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang
akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, p¢émingkatan standar
kinerja, ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Disusutkan
mengikuti masa manfaat aset induknya

j.  Aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen
dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

k. Penyusutan & tetap dimulai saat perolehan dan sidigunakan. Metode
penyusutan yang digunakan adalah metode garis lstragght line methogd

Dana Cadangan

a. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu
periode akuntansi.
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b. Dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah pembiayaan
yang berupa penerimaan transfer dari dana cadangan atau jumlah pembiayaan yang
berupa pengeluaran transfer ke dana cadangan.

Aset Lainnya

a. Aset Lainnya adalahasetyang tid& dapat dikelompokkan ke dalansed lancar,
investasi jangka panjangsettetap dan dana cadangan.

b. AsetLainnyaterdiri dari tagihan enjuabn angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan
dengan pihakdtiga aset tak brwujuddan aset laihain.

c. Tagihan Penjualan Angsuran adalah jumlah yang dapat diterimap&gualan
rumah, kendaraansaet tetap yang lain, atau hak lainnya kepada pegawai daerah.

d. Tagihan Penjualan Angsuran diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
jumlah pembiayaan ygntelah diakui dalam periode berjalan dengan haogainal
dari kontrak penjualansat.

e. Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah hak yang akan diperoleh atabangunan
atau aet tetap lainnya yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta
berdaarkan perjanjian.

f.  Kemitraan dengan Pihak Ketiga diakui berdasarkan harga peradshatetap yang
diserahkan

KEWAJIBAN
Kewajiban Jangka Pendek

a. Kewajiban jangka pendek (utang lancar) merupakan utang yang harus dibayar
kembali atau jatuh tempo dalam spariode akuntansi.

b. Kewajiban jangka pendek terdiri dari bagitancar utang jangka panjang dan
Perhitungan Fihak Ketiga

Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang

a. Bagian Lancar Kewajiban Jangka Panjang adalah bagian utang jangka panjang yang
jatuh tempo dala satu periode akuntansi.

b. Bagian Lancar Kewajiban Jangkarffang diakui pada saat reklasifikasi dalam
periode berjalan atau berdasarkan jumlah pembiayaan yang berupa pembayaran
bagian lancar hutang jangka panjang yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewgiban Perhitungan Fihak K etiga (PFK)

a. Kewajibanperhitungan ihak ketiga adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai
akibat transaksi keuangan masa lalu yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi.

b. Kewajiban PFK diakui padakhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas
yang akan dibayarkan atau jumlah pembiayaan yang berupa penerimaan atau
pembayaran hutang PFK yang telah diakui dalam periode berjalan.

c. Kewajiban lancar diukur dengan nilai nominal mata uang rupiab karus dibayar
kembali. Utang yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi.
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Pendapatan DiterimaDimuka

Merupakan Pendapatan yang diterima dari pihak ketiga namuraatayd akan
diberikan diperiodeberikutnya

Kewajiban Jangka Panjang

a. Kewajiban jangka panjang adalah utang yang harus dibayar kembali atau jatuh
tempo lebih dari satu periode akuntansi.

b. Kewajiban jangka panjang terdiri dari pinjaman dalam negeri dannpamauar
negeri.

Utang Dalam Negeri

a. Utang Dalam Negeri adalah utang jangka panjang kepada pihak ketiga di dalam
negeri.

b. Utang Dalam Mgeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah
pembiayaan yang berupa penerimaan hutang dalam negeri Yamgligkui dalam
periode berjalan.

Utang Luar Negeri

a. Utang Luar Negeri adalah hutang jangka panjang kepada pihak ketiga di luar negeri.
b. Utang Luar Ngeri diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah
pembiayaan yang berupa penerimaan hutang legernyang telah diakui dalam

periode berjalan.

c. Utang jangka panjang diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus
dibayar kembali. Hutang jangka panjang yang diukur dalam mata uang asing
dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai t(ktas tengah BIl) pada
tanggal transaksi.

EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara
jumlah aset dengan juml&lewajibanpemerintah.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kadbertujuan untukmemberikan informasi mengenaumber,
penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas
dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban
dan pengambilan keputusan.

LaporanArus Kasdiklasifikasikan berdasarkaaktivitas operasi, investasi aset

non keuangan, pembiayaan, dan transitofd@lam penyajiannya, Laporan Arus Kas

menggunakan metode langsung yaitu mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan

dan pengeluaran kas bruto.

a. Aktivitas operasimerupakan indikato yang menunjukkan kemampuan operasi
pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas
operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan
dari luar

b. Aktivitas investasiAset Non Keuangamdalah aktivitagperolehan dan pelepasan
aset tetap, investasi jangka panjang, dana cadangaksdtain-lain.
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c. Aktivitas pendanaanmencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang
berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang

d. Aktivitas non anggaraadalahaktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
termasuldalam aktivitas operasi, investasi, g@ndanaan.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

a. Arus kas bersih dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan
kemampuan operasi pemerimtadalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

b. Arus masuk kas daaktivitas operasi terdiri dari
1) Pendapatan Asli Daerah
2) Pendapatamransfer
3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

c. Arus keluar kas dagktivitas operasi terdiri dari
1) BelanjaPegawai
2) BelanjaBarang dan Jasa
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Tak Terduga

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

a. Arus masuk kas darkdvitas investasi terdiri dari
1) Penjualan investasi jangka panjang (saham,obligasi)
2) Penjualan aset tetap
b. Arus keluar kas darikdivitas investasi terdiri dari
1) Belanja Modal
2) Penyertaan Modal

Arus Kas dari Aktivitas P endanaan

a. Arus masuk kas dari &ikitas pembiayaa terdiri dari
1) Penerimaan Pinjaman
2) Penerimaan dari Utang Obligasi

b. Arus keluar kas dari gikitas pembiayaan terdiri dari
1) Pembayaran Pokok Pinjaman
2) Pembayaran Pokok Utang Obligasi

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

a. Arus masuk kas dari aktivitasansioris terdiri dart
1) Penerimaan PFK
2) Penerimaan Panjar
b. Arus keluar kas dari &ivitas pembiayaan terdiri dari
1) Pengeluaran PFK
2) Pengeluaran panjar
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Arus Kas Mata Uang Asing

Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan
menggunakamata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam
mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal neraca.

Transaksi Bukan Kas

Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau
pengeluaran kas dan setara kagWi&rkan dari Laporan Arus Kas.
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5.1

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

Laporan Realisasi Anggaranenyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja,
surplus/defisit dan pembiayaan yang masimagsing dipertanggungjalvkan dengan
anggarannya dalam satu periodaporan Realisasi Anggaran bila dibandingkan dengan
Tahunsebelumnya apat dijelaskan sebagai berikut

Tabel 11 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
per 31 Desember 2019 dan 2018

No. Uraian Anggaran 2019 (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % Realisasi 2018 (Rp)

1. Pendapatan 2.527.027.291.918,00 2.469.528.492.671,23 97,72  2.230.736.621.233,10
2. Belanja 2.786.277.578.346,00 2.405.320.741.662,33 86,33  2.119.971.369.743,75
3. Transfer 3.160.000.000,00 3.141.232.527,00 99,41 998.806.796,00
4.  Pembiayaan 262.410.286.428,00 262.765.199.606,15 100,14 181.868.841.735,20
5. SILPA 0,00 323.831.718.088,05 0,00 291.635.286.428,55

Berikut penjelasan Laporan Realisasi Anggarar20A9untuk pendapatan
PENDAPATAN Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Rp2.527.027.291.918,0Rp2.469.528.492.671,: Rp2.230.736.621.233,1

PendapataDaerahterdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan
Lain-lain PendapatarDaerahyang Sah. Padd@ahun 2019 Pendaptan dianggarkan
sebesar Rh527.027.291.918,0@lengan realisasi sebesarZ69.528.492.671,28tau
97,72%. Jika dibandingkan dengan realisgsihun sebelumnya, realisadiahun 2019
mengalami peningkatan sebesa2B®.791.871.438,18taul0,0%. Realisasdan target
masingmasing jenis pendapatan tersethapatdijelaskansebagai berikut:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi Pendapatan-LRA TA 2019 dan TA 2018

Anggaran 2019 Realisasi 2019 % Realisasi 2018
(Rp) (Rp) (Rp)

1, Pendapatan - Asli  gog 154 44870000  764.087.241.241,05 11099  646.868.407.485,10
Daerah (PAD)

No. Uraian

2. .Fr’f;nd:f‘gﬁta” 1.835.602.843.218,00 1.702.441.251.430,18 92,75 1.580.568.213.748,00
Lain-Lain

3.  Pendapatan Yang 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 3.300.000.000,00
Sah
Jumlah 2.527.027.291.918,00 2.469.528.492.671,23 97,72 2.230.736.621.233,10
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Grafik 1
Komposisi Realisasi Pendapatan Tahun 2019 dan 2018
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Pendapatan Asli Pendapatan Lain-Lain Jumlah
Daerah (PAD) Transfer: Pendapatan
Yang Sah
M Realisasi 2019 Realisasi2018
5.11 Pendapatan Asli Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Daerah (PAD) Rp688.424.48.700,00 Rp764.087.241.241,( Rp646.868.407.485,:

PendapatanAsli Daerah terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan
Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain
lain Pendapatan Asli Daerah yang SBhndapatai\sli DaerahKota Balikpapardapat
dijelaskandalam tabeberikut

Tabel 13 Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2019 dan 2018

ANGGARAN
SETELAH REALISASI 2019 o REALISASI 2018
e SRl PERUBAHAN (Rp) & (Rp)
(Rp)
1. Pendapatan Pajak 501.950.000.000,00 565.236.192.479,07 112,61 474.455.854.717,30
Daerah
2. Pendapatan 69.023.618.000,00 55.680.497.069,87 80,67 55.054.750.772,39
Retribusi Daerah
3. Pendapatan Hasil 14.100.000.000,00 16.870.674.739,20 119,65 14.360.001.940,84
Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan
4, Lain-lain PAD Yang 103.350.830.700,00 126.299.876.952,91 122,20 102.997.800.054,57
Sah
JUMLAH 688.424.448.700,00 764.087.241.241,05 110,99 646.868.407.485,10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penetapan target Pendapatan Asli
Daelh padal A 2019 ditetapkan sebesar Rp688.424.448.700,00 dan dapat direalisasikan
sebesar Rp764.087.241.241,05 atau 110,99%. Jika dibandingkan deatgan2018
yang sebesar Rp646.868.407.485,16alisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar
Rp117.218.83355,95 atau 18,12%.
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Grafik 2
Komposisi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 dan 2018

600.000.000.000,00
500.000.000.000,00
400.000.000.000,00
300.000.000.000,00
200.000.000.000,00

100.000.000.000,00

0,00 =
Pendapatan Pendapatan Pendapatan Hasil Lain-lain PAD
Pajak Daerah- Retribusi Daerah  Pengelolaan Yang Sah - LRA

LRA - LRA Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan -
LRA

W REALISASI 2019 REALISASI 2018

Realisasi 208
Rp474.455.854.717,:

5.11.1 Pendapatan

Pajak Daerah

Anggaran 2019 Realisasi2019
Rp501.950.000.000,0 Rp565.236.192.479,(

Pendpatan pajak daerah merupakan pajajak yang dipungut dan dikelola
pemerintah daeraberdasarkan pet@ran yang berlaka@enganrincian realisasi sebagai
berikut:

Tabel 14 Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

Realisasi 2019 Realisasi TA 2018

(Rp)

Anggaran 2019
(Rp)

Lebih / Kurang
(Rp)

X 0
No. Uraian Pembayaran &

Murni Piutang Jumlah Realisasi
R R
(Rp) (Rp) (Rp)

10.

Pajak Hotel

Pajak
Restoran

Pajak
Hiburan

Pajak
Reklame

Pajak
Penerangan
Jalan

Pajak Parkir

Pajak Air
Tanah

Pajak
Sarang
Burung
Walet

Pajak
Mineral
Bukan
Logam dan
Batuan

Pajak Bumi
dan
Bangunan
Perdesaan
dan
Perkotaan

41.900.000.000,00

89.500.000.000,00

24.000.000.000,00

9.000.000.000,00

119.000.000.000,00

17.500.000.000,00

2.500.000.000,00

50.000.000,00

4.500.000.000,00

99.000.000.000,00

43.557.896.443,00

103.115.142.340,00

25.529.756.968,00

9.425.903.830,00

122.278.066.579,00

19.593.847.248,00

2.616.940.301,00

57.647.000,00

4.581.201.450,00

86.496.537.041,00

2.848.495.183,59

646.269.064,00

319.572.260,00

296.288.975,00

209.664.839,00

23.694.900,00

51.718.670,60

0,00

0,00

14.548.540.068,00

46.406.391.626,59

103.761.411.404,00

25.849.329.228,00

9.722.192.805,00

122.487.731.418,00

19.617.542.148,00

2.668.658.971,60

57.647.000,00

4.581.201.450,00

101.045.077.109,00

110,76

115,93

107,71

108,02

102,93

112,10

106,75

115,29

101,80

102,07

4.506.391.626,59

14.261.411.404,00

1.849.329.228,00

722.192.805,00

3.487.731.418,00

2.117.542.148,00

168.658.971,60

7.647.000,00

81.201.450,00

2.045.077.109,00

44.215.141.346,00

83.249.949.477,00

24.237.334.052,00

9.223.028.948,00

114.417.353.678,00

19.930.159.455,00

2.512.142.075,60

43.765.000,00

849.201.125,00

90.186.192.508,00
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No.

11.

Anggaran 2019 Real Lebih / Kurang Realisasi TA 2018

Uraian %

(Rp) r\?urr;i Pegsgnaéan Jumlarz Re)alisasi (Rp) (Rp)
Rp Rp
(Rp)

Bea 95.000.000.000,00 129.039.009.318,88 0,00 129.039.009.318,88 135,83 34.039.009.318,88 85.591.587.052,70
Perolehan

Hak Atas

Tanah Dan

Bangunan

(BPHTB)

Jumlah 501.950.000.000,00 546.291.948.518,88 18.944.243.960,19 565.236.192.479,07 112,61 63.286.192.479,07 474.455.854.717,30

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa PendapB&ak damh pada
Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp501.950.000.00@60gan realisasi sebesar
Rp565.236.192.479,07 yang menandakan terdapat pelampauan target penerimaan sebesar
Rp63.286.192.479,07 atau 1176 Realisasi tersebut mengalami peningkasenilai
Rp90.780.337.761,77 ataul9,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah
Rp474.455.854.717,30

Dari rincian diatas dapat dilihgiula bahwa terjadi kenaikan dan penurunan
realisasi pendapatan TA019 dibandingkan dengan TA 28lyang dhpat dijelaska
sebagai berikut
a. Realisasi Pak Hotel Tahun2019 sebesar R6.406.391.626,59 daealisasitahun

2018 sebesar R@.215.141.346,00 yang berarti mengalami kenaikahesar
Rp2.191.250.280,59 atau 6%. Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah
Wajib Pajak Hotel, meningkatnya tingkat hunian hotel, dan meningkatnya kepatuhan
Wajib Pajak seiring dengan kegiatan intensifikasi serta pengawasan secara berkala.

b. Realisasi Pajak Restorarahun2019 sebesar R{03.761.411.404,00 damralisasi
Tahun2018 sebesar#®3.249.949.477,00 yang beiartengalami kenaikan sebesar
Rp20.511.461.927,0atau24,64%. Kenaikan tersebut karehartambahnya jumlah
Wajib Pajak Restoran dan magkatnya kepatuhan Wajib Pajale®oran seiring
dengan kegiatan intensifikasi serta penasan secara berkala.

c. RealisasiPajak Hiburan Tahun 2019 sebesar R35.849.329.228,00 dan realisasi
Tahun2018 sebesar Rp24.237.334.052,00 yang berarigalami kenaikan sebesar
Rpl1.611.995.176,00 atau 6,65%. Kenaikan tersebut karena meningkatnya omset
Wajib Pajak Hiburan terutama tontonan film/bioskop dan karaoke, dan
meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak Hiburan seiring dengan intensifikasi serta
pengawasan secara berkala.

d. Realisasi Pajak Rdéame Tahun 2019 sebesar FRp722.192.805,0an ealisasi
Tahun2018 sebesar Rp223.028.948,00 yang berarti mengalami kenaikaesseb
Rp499.163.857,00 atau 5%1 Kenaikan tersebut karena bertambahnya jumlah
Wajib Pajak Rklame dantingkat kepatuharpembayaran pajak reklame meningkat
seiring dengan kegiatan intensifikggenyisiran).

e. Realisasi PajalPenerangan Jalahahun2019 sebesar R22.487.731.418,0@an
realisasi Tahun 2018 sebesar Rpl114.417.353.678,00 yang Ilberagngalami
kenaikan sebesar Bf®70.377.740,00 atau 7,05%. Kenaikan tersebut keadaaya
kenaikan taf dasar listrik oleh PTPLN (Persero) yang berimbas pada kenaikan
pajaknya.

f. Realisasi PajakarkirTahun2019 sebesar R9.617.542.148,08an ealisasiTahun
2018 sebesar RP.930.159.455,00/ang berarti mengalampenurunansebesar
Rp312.617.307,00 atal,5®%6. Penurunariersebut karenadanyapenurunan omset
pada parkir PTAngkasa Pura dengan indikasi terjadi penurunan jumlah penumpang
karena pembukaan Bandara Internasional APT Pranoto Samarinda.
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g. Realisasi PajalAir Tanah Tahun 2019 sebesar Rp668.658.97,60 dan ealisasi
Tahun2018 sebesar RH12.142.075,6@ang berartimnengalami kenaikan sebesar
Rpl156.516.896,00atau 6,23%. Kenaikan tersebutré@a bertambahnya jumlah
Wajib Pajak Air Tanah dan adanya kegiatan intensifikasi serta pengawasan bersama
Dinas Lingkungan Hidup secara berkala.

h. Realisasi PajalSarang Burung WaletTahun 2019 sebesar Rp57.647.000,00 dan
redisasi Tahun 2018 sebesar R3.765.000,00yang berart mengalami kenaikan
sebesar R}8.882.000,00atau 31,2%. Kenaikan tersebut karerfzertamiahnya
jumlah Wajib Pajak Sarang Burung Walet, dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak.

I. Realisasi PajakMineral Bukan Logam dan Batuadahun 2019 sebesar
Rp4.581.201.450,00dan ealisasi Tahun 2018 sebesar Bgd9.201.125,00yang
berarti mengalami kenaikan sedsr R[3.732.000.325,0@&tau 439,47%. Kenaikan
tersebut karenaeiring dengan pemanfaatan mindsekan logam dan batuan pada
PT Pertamina dan proyek jalan tol.

j-  Realisasi Paja®BB P2Tahun 2019 sebesar R1.045.077.109,00an ealisasi
Tahun2018 sebesdRp90.186.192.508,00ang beraitmengalami kenaikan sebesar
Rp10.858.884.601,08tau 1204%. Kenaikan tersebut kareadanya perbaikan basis
data dan updating data Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.

k. Realisasi PajaBPHTB Tahun 2019 sebesar R£9.039.009.318,88lan ealisasi
Tahun2018 sebesar B5.591.587.052,79ang berarti mergami kenaikan sebesar
Rp43.447.422.266,18atau  50,8%. Kenaikan tersebut karendertambahnya
transaksi jual beli atau peralihan hak lain atas tanah dan/atau bangunan.

Grafik 3
Komposisi Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2019 dan 2018
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5.1.1.2 Pendapatan Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Retribusi Daerah o 154 193.618.000,0 Rp55.680.497.069,87 Rp55.054.750.772,3

Merupakan Pungutan daerahbagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau BadEmgarrincian sebagai berikut:
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No.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Uraian

Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
Retribusi
Pelayanan
Persampah
an/
Kebersihan
Retribusi
Pelayanan
Parkir di
Tepi Jalan
Umum
Retribusi
Pelayanan
Pasar
Retribusi
Pengujian
Kendaraan
Bermotor
Retribusi
Pemeriksaa
n Alat
Pemadam
Kebakaran
Retribusi
Pelayanan
Tera/Tera
Ulang
Retribusi
Pengendali
an Menara
Telekomuni
kasi
Retribusi
Pemakaian
Kekayaan
Daerah
Retribusi
Tempat
Pelelangan
Retribusi
Terminal

Retribusi
Tempat
Khusus
Parkir
Retribusi
Rumah
Potong
Hewan
Retribusi
Pelayanan
Kepelabuh
an

Retribusi
Tempat
Rekreasi
dan Olah
raga
Retribusi
Penjualan
Produksi
Usaha
Daerah
Retribusi
1zin
Mendirikan
Bangunan
Retribusi
Izin Trayek

Retribusi
Perpanjang
an lzin
Mempekerj
akan
Tenaga
Kerja Asing
(IMTA)
Retribusi
Pelayanan
Kesehatan
Hewan
Jumlah

Tabel 15 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018

Anggaran 2019
(Rp)

1.470.918.000,00

15.500.000.000,00

10.000.000.000,00

6.500.000.000,00

4.000.000.000,00

1.750.000.000,00

200.000.000,00

797.120.000,00

7.990.000.000,00

0,00

33.840.000,00

72.500.000,00

487.000.000,00

500.000.000,00

4.200.000.000,00

15.000.000,00

14.915.276.400,00

257.240.000,00

84.723.600,00

250.000.000,00

69.023.618.000,00

Murni
(Rp)
1.564.679.301,00

13.436.268.083

2.363.973.000,00

5.137.148.370,00

2.604.825.000,00

917.187.447,97

198.032.200,00

663.602.400,00

6.215.221.677,54

0,00

10.500.000,00

238.125.000,00

315.139.500,00

468.932.500,00

3.571.650.000,00

7.830.000,00

15.360.893.661,00

95.280.000,00

244.881.600,00

179.260.000,00

53.593.429.740,51

Realisasi 2019

Pembayaran
Piutang
(Rp)
0,00

378.217.000,00

0,00

372.242.850,00

0,00

804.156.385,36

0,00

29.892.000,00

437.609.094,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64.950.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.087.067.329,36

Jumlah Realisasi
(Rp)
1.564.679.301,00

13.814.485.083,00

2.363.973.000,00

5.509.391.220,00

2.604.825.000,00

1.721.343.833,33

198.032.200,00

693.494.400,00

6.652.830.771,54

0,00

10.500.000,00

238.125.000,00

315.139.500,00

468.932.500,00

3.636.600.000,00

7.830.000,00

15.360.893.661,00

95.280.000,00

244.881.600,00

179.260.000,00

55.680.497.069,87

%

106,37

89,13

23,64

84,76

65,12

98,36

99,02

87,00

83,26

0,00

31,03

328,45

64,71

93,79

86,59

52,20

102,99

37,04

289,04

71,70

80,67

Lebih / Kurang
(Rp)

93.761.301,00

(1.685.514.917,00)

(7.636.027.000,00)

(990.608.780,00)

(1.395.175.000,00)

(28.656.166,67)

(1.967.800,00)

(103.625.600,00)

(1.337.169.228,46)

0,00

(23.340.000,00)

165.625.000,00

(171.860.500,00)

(31.067.500,00)

(563.400.000,00)

(7.170.000,00)

445.617.261,00

(161.960.000,00)

160.158.000,00

(70.740.000,00)

(13.343.120.930,13)

Realisasi TA 2018
(Rp)

1.452.805.575,00

13.121.193.433,00

2.731.115.600,00

5.245.859.204,00

2.732.760.000,00

1.137.769.117,45

195.353.400,00

1.004.371.200,00

6.414.262.837,94

140.380.500,00

22.724.500,00

126.903.000,00

376.486.250,00

527.212.000,00

3.155.300.000,00

6.295.000,00

16.123.603.555,00

140.750.000,00

221.985.600,00

177.620.000,00

55.054.750.772,39
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Sesuai tabel di atas dapat dijelaskan balagmpahun2019pendapatanetribusi
daerah diaggarkan sebesar Rp69.023.618.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp55.680.497.069,8A/ang menandakan bahwa pendapatan retribusi tersebut tidak
mencapai target yang diharapkan dengan nilai seb@¥at3.343.120.930,13patau
80,67%. Realisaspendapatan retribudaerahpadaTahun2019 mengalami peningkatan
senilai Rp625.746.297,4&tau 1,13% dari tahun sebelumnya yang berjumlah sebesar
Rp55.054.750.772,39

Dari rincian realisasi di atas terdapat kenaikan dan penurunan nilai retribusi yang
cukup signifikan antardahun2019dibandingkan dengahahunsebelumnya yangagat
dijelaskan sebagai berikut
1. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakama@ngalami peningkatan sebesar

Rp583.574.715,88 atau 51,29% d&ahun sebelumnya karena upaya penagihan
piutangtahuntahunsebelumnya yang cukup intensif.

2. Retribusi pengendalian menara telekomunikasiengalami penurunan sebesar
(Rp310.876.800,00atau (30,95%pibandingkan dengatahunsebelumnya karena
beberapa ketetapan tagihan baru diterbitkan pada alhitn2019 sehingg wajib
retribusi baru melunasinya patddnunberikutnya.

3. Retribusi izin mendirikan bangunan mengalami  penurunan sebesar
(Rp762.709.894,00) atau (4,73 dari tahunsebelumnya karena penurunan jumlah
pemohon penerbitan IMB pad@ahun 2019 yang berjumlah 110 pemohon
dibandingkan dengahahun2018 yang berjumlah 1.2q#&mohon

Dari rincian realisasi di ataspula dapat dijelaskan bahwderdapat
kelebihan/kekurangan pencapaian target retribusi cukup signifikan yang dapat dijelaskan
sebagaberikut
1. Retribusi Terminal hanya terealisasi sebesar Rp10.500.000,00 atau 31,03% dari target

sebesar Rp33.840.000,00 karena penarikan sewa kios yang ada di terminal tidak
dapat dipungut maksimal karena beberapa kios masih dalam tahap renovasi sehingga
belum beroperasi

2. Retribusi Izin Trayek hanya terealisasi sebesar Rp95.280.000,00 atau 37,04% dari
target sebesar Rp257.240.000,00 karena banyaknya angkutan kota yang beralih
fungsi menjadi taksonline dan online pribadi sehingga armada trayek angkutan
umum berkurang secasagnifikan.

3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umunhanya terealisasi
Rp2.363.973.000,0Gtau 23,64% dari target sebesarl®000.000.000,0&arena
masih terdapat titik lokasi parkir yang dikuasai oleh pihak dgnum tertentuUpaya
Pemerintah Kta Balikpapan dalam mengatasi masalah ini dengan mengadakan r
gabungan dengan Sabara Polda tenkaitik pembinaan dan melakukan pendekatan
secara prevensif.

4. Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesaf2fEp0.000,00dan dapat
direalisasikan ebesar Rp38.125.000,00 atau 328,4%46. Perolehan realisasi yang
cukup signifikan dari target ini karenaaryak masyarakat yang menggunakan
fasilitas parkir terutamketikamengadakaacara di Gedung Serbaguna

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Beniderja Asing (IMTA)ditargetkan
sebesar Rp4.723.600,00dan dapat direalisasikan sebesar2®&p881.600,0(atau
289,046. Perolehan realisasi yang cukup signifikan dari target ini karena ada
perpanjangan lima belas tenaga kerja asing dari perusahaanreysaggkutan.
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Grafik 4
Komposisi Realisasi Pendapatan retribusi daerah Tahun 2019 dan 2018
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Tempat Rekreasi dan Olah raga
Rumah Potong Hewan
Terminal
Pemakaian Kekayaan Daerah
Pelayanan Tera/Tera Ulang
Pengujian Kendaraan Bermotor
Pelayanan Parkir di TepiJalan Umum
Pelayanan Kesehatan
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5.1.1.3 Pendapatan Hasi Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Pengelolaan
Kekayaan Daerat Rp14.100.000.000,0( Rp16.870.64.739,20 Rp14.360.001.940,¢
yang Dipisahkan

Pendapatan HésPengelolaan Kekayaan Daeralang Dipisahkan TA2019
dianggarkarsebesaRpl14.100.000.000,08engan realisasiebesaRpl6.870.674.739,20
ataul19,6%46. Pendapatan tersebut berasal tirafevidenatas penyeaian modal pada
BUMD vyaitu:

a. Bank Pembangunana@rah (BPDXalimantan Timutaradengan dasar pembagian
laba selaku pemegang 3,26% dari total sahzmsil dari Rapat Umum Pemegang
Saham (RUPSHdan

b. PDAM Kota Balikpapandengan dasar pembagian laba berupa PHataor 10
Tahun2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nofau®2008tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kota Balikpapan

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
TA 2019 ini mengalamipeningkatansebesar Rh510.672.798,36 atau 17,486 dari
TA 2018 yang berjumlah Rp4.360.001.940,8dengan rinciaisebagai berikut
Tabel 16 Rincian Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan TA 2019 dan 2018

. Anggaran Realisasi o Lebih / Kurang Realisasi TA 2018
No. Uraan (Rp) (Rp) & (Rp) (Rp)
1. PDAM
6.500.000.000,00 9.236.586.822,40 142,10 2.736.586.822,40 6.884.333.478,00

2. Bank

Kalimantan

Timurtara 7.600.000.000,00 7.634.087.916,80 100,45 34.087.916,80 7.475.668.462,84

Jumlah 14.100.000.000,00 16.870.674.739,20 119,65 2.770.674.739,20 14.360.001.940,84
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5.1.14

KODE

Grafik 5
Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2019 dan 2018
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Lain-lain Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Pendapatan Asli

Daerah yang Sah Rp103.350.830.700,0Rp126.299.876.952,91Rp102.997.800.054,57

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yanghSTahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp103.350.830.700,08engan realisasiebesar R{26.299.876.952,9¢ang menandakan
terdapat kelebihan pencapaian target sebesa2Rf9.046.252,91latau 22,20%
Realisasi tersebut mengalapginingkatarsebesar R3.302.826.898,3dtau22,2% dari
TA 2018 yang berjumlah Rp02.997.800.054,5T ain-lain Pendapatangi Daerah yang
Sah merupkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah,
retribusi daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai
atau angsuran cicilan jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian daeralpenerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagaimana akibat
dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari
selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Rincian realisasi Laitain Pendapatan Asli Daeralang Sahdapat dijelaskan
sebagai berikut:
Tabel 17 Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018

ANGGARAN
URAIAN SETELAH REALISASI 2019 o LEBIH/KURANG  REALISASI 2018
PERUBAHAN (Rp) ? (Rp) (Rp)
(Rp)

Hasil Penjualan
Aset Daerah Yang - 55.689.300,00 - 55.689.300,00
Tidak Dipisahkan

Penerimaan Jasa

48.897.300,00

Giro 2.500.000.000,00 3.825.006.822,37 153,00 1.325.006.822,37 1.285.315.916,89
Pendapatan

Bunga 7.000.000.000,00 16.718.952.155,35 238,84 9.718.952.155,35 11.458.664.346,23
Pendapatan

Denda Pajak 2.600.000.000,00 4.175.511.246,00 160,60 1.575.511.246,00 3.382.246.824,00
Pendapatan

Denda Retribusi 500.000.000,00 697.939.155,00 139,59 197.939.155,00

653.714.272,02

Pendapatan dari
Angsuran/Cicilan

Penjualan 400.000.000,00 1.025.203.782,00 256,30 625.203.782,00 401.310.698,00
Pendapatan
BLUD 78.158.894.000,00 82.981.771.555,08 106,17 4.822.877.555,08 72.066.719.151,13
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KODE

10.

11.

URAIAN

Lain-lain PAD
yang Sah Lainnya

Tak Terduga

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

(Rp)

REALISASI 2019
(Rp)

3.835.541,13

%

LEBIH / KURANG
(Rp)

3.835.541,13

REALISASI 2018
(Rp)

6.815.453,64

2.000.000.000,00 7.603.324.928,98 380,17 5.603.324.928,98 4.256.862.982,66
Pendapatan
Kontribusi 1.000.000.000,00 966.734.060,00 96,67 (33.265.940,00) 966.734.060.00
Plaza/Pasar/Hotel U '
Dana Kapitasi
JKN pada FKTP 9.191.936.700,00 8.245.908.407,00 89,71 (946.028.293,00) 8.470.519.050.00
Jumlah 103.350.830.700,00 126.299.876.952,91 122,20  22.949.046.252,91 102.997.800.054,57

Dari rincian realisasi di ataslapat dijelaskan bahwaerdapat kelebihan

pencapaianarget pendapatan cukup signifikan yangatalijelaskan sebagai berikut
1. Pendapatan bunga ditargetkan sebesar0.000.000,00dan dapat direalisasikan

sebesar R16.718.952.155,35atau 238,84%. Perolehan realisasi yang cukup
signifikan dari target ini &rena perolehan bunga deposi®emerintah Kota
Balikpapan yang ditempatkan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebesar
Rp150.000.000.000,00 dan Bank Tabungan Negara (BTN) senilai
Rp75.000.000.000,00.

Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjual#argetkan sebesarp400.000.000,00

dan dapat direalisasikan sebesarlRp5.203.782,00atau 256,3®6. Perolehan
realisasi yang cukup signifik dari target ini karena padBahun 2019 mulai
dilakukan pembayaran atas uang muka dan cicilan pgagialan rumah dinas di
komple&k Praja Bakti Kelurahan Gunung Samarinda Bgang diputuskarmmelalui
Keputusan Wali Kota Balikpapan tanggal 26 Desember 2018 Nomor : 188.45
397/2018 tentang Penetapan Harga Rumah Negara Golongan lll Beserta Tanahnya
yang Akan Dipindahtangankan Dalam BdnRenjualan Kepada Penghuni yang Sah.
Pendapatan Tak Terduga ditargetkan sebesa?.0RP.000.000,00dan dapat
direalisasikan sebesar Rp03.324.928,9&tau 380,17%Realisasi pndapatan yang
melebihi target diantaranya berasal da@hgembalian atas penyla@man pekerjaan,
pengembalian atas temuan pemeriksaan aparat pengawas, pengembalian atas
potongan absen dan honor pegawai, denda keterlambatan dan lain sebagainya yang

tidak dapat diprediksi.
Grafik 6
Komposisi Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Tahun 2019 dan 2018
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5.12 Pendapatan Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Transfer Rp1.835.602.843.218,( Rp1.702.441.251.430,1€Rp1.580.568.213.748,00

Merupakanpendapatan berupa penerimaan uang atauuhtikk menerima uang
oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaptaianyang diwajibkan oleh peraturan
perundanguindanganPadaTahun 2019, Pemerintah KotaBalikpapan menerima alokasi
pendapatan transfer melalui dua entitas yaitu Pemerintah Pushti rABIBN berdasarkan
Peraturan Presiden Nomor 1Z®hun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja NegardahunAnggaran 2019 dan Pemerintah Provinsi melBletiaturan Daerah
Provinsi Kalimantan TimurNomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatdan
Belanja DaeraffahunAnggaran 2019Pendapatan transfer Kota Balikpapeahun2019
dapat dirincikan sebagai berikut:

Tabel 18 Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan Transfer TA 2019 dan 2018
ANGGARAN

SETELAH REALISASI 2019 ) LEBIH / KURANG REALISASI 2018
KORE URALAY PERUBAHAN (Rp) & (Rp) (Rp)
(Rp)
1. Pendapatan
Transfer Pemerintah
et 1167.11281135300 | oot oo o0 aes00 g0g7  (105:436.402.86500)  1.096.230.492.809,00
Perimbangan
2. Pendapatan
Transfer Pemerintah 189.951.578.000,00 (4.495.797.095,82) 167.488.330.939,00
Pusat - Lainnya 185.455.780.904,18 97,63
3. Pendapatan
Transfer Pemerintah 321.988.453.865,00 (23.229.391.827,00) 266.019.978.000,00
Daerah Lainnya 298.759.062.038,00 92,79
4 Bantuan Keuangan 156.550.000.000,00 156.550.000.000,00 100,00 - 50.829.412.000,00
Jumiah 1.835.602.843.218,00  1.702.441.251.430,18 92,75  (133.161.591.787,82)  1.580.568.213.748,00

Dari tabel sebelumnyadapat dijelaskan bahw&endapt@an Transfer pada
Tahun 2019 dianggarkan sebesar IR§35.602.843.218,00dengan realisasisebesar
Rpl.702.441.251.430,18yang menandakan target yang tidak tercapai sebesar
(Rp133.161.591.787,82)atau  92,75% Pendpatan Tansfer mengalamipeningkatan
Rp121.873.037.682,18 dari tahun sebelumnya vyang berjumlah  sebesar

Rpl1.580.568.213.748,0@tau 7,7%.
Grafik 7
Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2019 dan 2018
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5.12.1 Transfer Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Pemerintah Pusat
'r g;ﬁgn anFUsal Bp1.167.112.811.353,( Rp1.061.676.408.488,0 Rp1.096.230.492.809,0

Perimbangan

Transfer Pemerintah Pudaana Perimbangaterdiri dariBagi Hasil PajakBagi
Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi KhuBadaTahun2019
dianggarkan sebesar Rft67.112.811.353,00engan ealisasiTransfer PemerintaRusat
Tahun 2019 adalah sebesarRpl.061.676.408.488,0§ang menandakan bahwa target
yang dialokasikan tidak tercapai sebeq&pl05.436.402.865,00)atau (90,970).
Pendapatan inimengalami penurunansebesar(Rp34.554.084.321,00atau (3,15%)
dibandingkan dengan realisasi TA 30jang berjumlah sebesar R96.230.492.809,00
Rincian realisasiersebutiapat dijelaskasebagai berikut:

Tabel 19 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018

Anggaran Setelah

No. Ueten EeaT Realisasi 2019 % Lebih / Kurang Realisasi 2018
R (Rp) (Rp) (Rp)
(Rp)
1. Bagi Hasil Pajak 108.964.295.000,00 68.155.340.656,00 123.953.578.235,00

62,55 (40.808.954.344,00)

2. Bagi Hasil Bukan Pajak 502.771.697.353,00 456.723.178.388,00 90,84 (46.048.518.965,00) 469.470.265.663,00
3. Dana Alokasi Umum 445.818.661.000,00 439.818.664.000,00 98,65 (5.999.997.000,00) 410.543.293.000,00
4. Dana Alokasi Khusus 109.558.158.000,00 96.979.225.444,00 92.263.355.911,00

88,52 (12.578.932.556,00)
Jumlah 1.167.112.811.353,00 1.061.676.408.488,00 90,97 (105.436.402.865,00) 1.096.230.492.809,00

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak ditetapkan melalui PeraturasiéenNomor 129
Tahun2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja NEga2819 yang
menjadi dasar alokasi di APBD Kota Balikpapan. Penetapan alokasi tersebut dapat
berbeda dengan realisasi transfer dari Pemerintah Pusat karena perhitungamagene
final yang berdasarkan kondisi aktual @ihun berjalan tidak memungkinkan untuk
direalisasikan sesuai target yang dialokasikan.

Grafik 8
Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan
Tahun 2019 dan 2018

500.000.000.000,00
450.000.000.000,00

100.000.000.000,00

50.000.000.000,00

Bagi Ha aja Dana Alokasi Dana Alokasi
Umum (DAU) Khusus (DAK)
REALISASI 2019 REALISASI 2018

Catataretas Laporan Keuangan 2019 54



No

5.1.2.1.1 PendapatanBagi

Anggaran 2019 Realisasi2019
Hasil Pajak

Rp108.964.295.000,(

Pendapatan Bagi Hasil Pajak padBahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp108.964.295.000,08engan ealisasi sebesar Bp.155.340.656,0§ang menandakan
terdapat target yang tidak tercapai berjumlah sebéR@ab5.798.237.579,00)atau
62,55% Pendapatan inimengalamipenurunansebesar(Rp55.798.237.579,00)atau
(45,02%4) dari TA 208 yang berjumlahRp123.953.98.235,00 Rincian RealisasBagi
Hasil Pajak terdiri dari:

Realisasi 208

Rp68.155.340.656,00 Rp123.953.578.235,00

URAIAN

1 Bagi Hasil dari

Pajak Bumi
dan Bangunan
sektor
Pertambangan
-LRA

Bagi Hasil dari
Pajak
Penghasilan
(PPh) Pasal 25
dan Pasal 29
Wajib Pajak
Orang Pribadi
Dalam Negeri
dan PPh Pasal
21-LRA

Jumlah

Tabel 20 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
SETELAH % LEBIH / KURANG REALISASI 2018
PERUBAHAN MURNI KSUS_AGNRG JUMLAH (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) Rp) (Rp)

8.411.593.000,00

100.552.702.000,00

108.964.295.000,00

6.272.612.202,00

60.331.621.200,00

66.604.233.402,00

1.551.107.254,00 7.823.719.456,00

0,00 60.331.621.200,00

1.551.107.254,00 68.155.340.656,00

Grafik 9

93,01

60,00

62,55

(931.813.212,00)

(54.866.424.367,00)

(55.798.237.579,00)

Komposisi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

8.755.532.668,00

115.198.045.567,00

123.953.578.235,00

140.000.000.000,00
120.000.000.000,00
100.000.000.000,00
80.000.000.000,00
60.000.000.000,00
40.000.000.000,00

20.000.000.000,00

REALISASI 2019 REALISASI 2018

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA

W Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang
Pribadi Dalam Nepgeridan PPh Pasal 21 - IRA
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5.1.2.1.2 PendapatanBagi Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Hasil Bukan
) Rp502.771.697.353,0Rp456.723178.388,0( Rp469.470.265.663,C
Pajak/SDA P P P

Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA T2019 dianggarkan sebesar
Rp502.771.697.353,08engan realisasiebesar R456.723.178.388,00ang menandakan
terdapat kekurangan pencapaian target seb@yat6.048.518.965,00ptau ®,84%.
Pendapatan ininengalamipenurunarsebesafRpl2.747.087.275,00tau (2,726) dari
TA 2018 yang berjumlah R469.470.265.663,0(Rincian Realisasi Bagi HasBukan
PajakSDA terdiri dari:

Tabel 21 Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak TA 2019 dan 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
SETELAH LEBIH / (KURANG) REALISASI 2018
No URAIAN %
PERUBAHAN MURNI KURANG SALUR JUMLAH (Rp) (Rp)
®Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 Bagi Hasil dari 3.154.953.000,00 1.892.971.800,00 0,00 1.892.971.800,00 60,00 (1.261.981.200,00) 5.826.218.444,00
Provisi Sumber
Daya Hutan
2 Bagi Hasil dari 983.593.000,00 590.155.800,00 0,00 590.155.800,00 60,00 (393.437.200,00) 701.234.591,00
Pungutan Hasil
Perikanan
3 Bagi Hasil dari 75.223.872.000,00 41.373.129.600,00 17.948.682.358,00 59.321.811.958,00 78,86 (15.902.060.042,00) 54.539.323.240,00
Pertambangan
Minyak Bumi
4 Bagi Hasil dari 154.439.803.000,00 84.941.891.650,00 49.081.593.226,00 134.023.484.876,00 86,78 (20.416.318.124,00) 106.094.112.160,00
Pertambangan
Gas Bumi
5 Bagi Hasil dari 268.969.476.353,00 208.494.965.700,00 52.399.788.254,00 260.894.753.954,00 97,00 (8.074.722.399,00) 302.309.377.228,00
Hasil Sumber
Daya Alam
Mineral dan
Batu Bara
JUMLAH 502.771.697.353,00 337.293.114.550,00 119.430.063.838,00 456.723.178.388,00 90,84 (46.048.518.965,00) 469.470.265.663,00
Grafik 10
Komposisi Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak/SDATahun 2019
Bagi Hasil dari Hasil Sumber Daya Alam
Mineral dan Batu Bara
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi -
LRA
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak
Bumi - LRA
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan
- LRA
Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya
Hutan - LRA
- 200.000.000.000,00 400.000.000.000,00
REALISASI 2018 REALISASI 2019
5.1.2.1.3 PendapatanDana Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Alokasi Umum
Rp445.818.661.000,00 Rp439.818.664.000,( Rp410.543.293.000,(

Dana alokasi umum emupakan salah satu transfer dana pemerintah kepada
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang diaokdsingan
tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah
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dalam rangka pelaksanaan desentraligdsmerintah KoteBalikpapan memanfaatkan
Dana Alokasi Umum seluruhnya untuk pemenuhan kebutuhan pembayaragigajian
anggota DPRD. Pada Tahun 2019 Pemerintah Pusamemutuskan kebijakan untuk
kegiatan Dana Kelurahan yang bertujuan untuk pembangunan sarana prasarana kelurahan
dan untuk pemberdayaan masyarakat kelurahan. Dana untuk mendukung kegiatan
tersebut ditransfer kBemerintah KotaBalikpapan melalui alokasi rekening DADana
Alokasi Umum dianggarkan sebesar #45.818.661.000,0@lengan realisassebesar
Rp439.818.664.000,09ang menandakan terdapat kekurangan pencapaian target sebesar
(Rp5.999.997.000,00ktau 98,65%. Realisasi DAU tersebumengalamipeningkatan
sebesar R$9.275.371.000,00 atau 7,13% dari Tahun 2018 yang berjumlah
Rp410.543.293.000,00

Tabel 22 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Umum TA 2019 dan TA 2018

ANGGARAN REALISASI 2019

No URAIAN SETELAH % LEBIH / KURANG REALISASI 2018
PERUBAHAN MURNI TAMBAHAN JUMLAH (Rp) (Rp)
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Dana 445.818.661.000,00 433.818.667.000,00 5.999.997.000,00 439.818.664.000,00 98,65 (5.999.997.000,00) 410.543.293.000,00
Alokasi
Umum
Jumlah 445.818.661.000,00 433.818.667.000,00 5.999.997.000,00 439.818.664.000,00 98,65 (5.999.997.000,00) 410.543.293.000,00
5.1.2.14 PendapatanDana Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Alokasi Khusus
Rp109.558.158.000,( Rp96.979.225.444,( Rp92263.355.911,C

Dana Alokasi Khusus (DAKjnerupakardana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas
nasional.Pengelolaan Dana Alokasi Khusus terbagi atas dua klasifikasi yaitu DAK fisik
dan DAK Non Fisikdimanapengelolaan dan pelaporannya diatur oleh Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa yang diubahelberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121/PMK.072018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana [DReda
Tahun2019 Dana Alokasi Khusus dhggarkan sebesar Rj9.558.158.000,08engan
realisasi sebesar Bf.979.225.444,00ang menandakan terdapat kekurangan pencapaian
target sebesaRpl2.578.932.556,00)atau 88,52% Realisasi tersebuimengalami
kenaikan sebesar Rf715.869.533,00atau 5,11% dari TA 208 yang berjumlah
Rp92.263.355.911,0@Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus terdiri dari:

Tabel 23 Realisasi Pendapatan Dana Alokasi Khusus TA 2019 dan TA 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
SETELAH LEBIH / (KURANG REALISASI 2018
No URAIAN PERUBAHAN MURNI KSUAF\I’_AUI\'I?G JUMLAH % ((Rp) ) (Rp)
(p) (Rp) (Rp) (Rp)
1 DAK Bidang 15.260.990.000,00 13.344.211.068,00 0,00 13.344.211.068,00 87,44 (1.916.778.932,00) 13.562.690.692,00
Infrastruktur Jalan
2 DAK Bidang 866.486.000,00 662.623.605,00 0,00 662.623.605,00 76,47 (203.862.395,00) 2.180.025.925,00
Infrastruktur Irigasi
3 DAK Bidang 1.261.011.000,00 1.243.811.902,00 0,00 1.243.811.902,00 98,64 (17.199.098,00) 1.673.782.000,00
Infrastruktur Air
Minum
4 DAK Bidang 3.794.825.000,00 3.789.741.250,00 0,00 3.789.741.250,00 99,87 (5.083.750,00) 7.890.400.000,00
Infrastruktur
Sanitasi
5 DAK Bidang 1.191.961.000,00 1.959.522.613,00 0,00 1.959.522.613,00 164,4 767.561.613,00 1.000.524.450,00
Keluarga

Berencana
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No

10

11

12

13

14

15

URAIAN

DAK Bidang
Perumahan dan
Kawasan
Pemukiman

DAK Bidang
Kesehatan

DAK Bidang
Kelautan dan
Perikanan

DAK Bidang
Perdagangan
DAK Bidang
Lingkungan Hidup
DAK Bidang Sarana
dan Prasarana
Daerah Tertinggal
(SPDT)

DAK Bidang
Pertanian

DAK Bidang
Pendidikan

DAK Dana
Pelayanan
Administrasi
Kependudukan
DAK Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan
Kesetaraan

Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)

1.413.831.000,00

27.939.105.000,00

1.154.344.000,00

1.625.959.000,00
610.578.000,00

19.575.748.000,00

0,00

31.354.729.000,00

1.484.291.000,00

2.024.300.000,00

109.558.158.000,00

40.000.000.000,00
30.000.000.000,00

20.000.000.000,00
10.000.000.000,00

5.1.22 Transfer Pemerintah

MURNI

(Rp)
1.413.830.000,00

23.084.705.658,00
808.040.800,00

1.276.208.800,00
567.138.000,00

15.485.386.634,00
0,00
30.072.466.204,00

1.247.238.910,00

2.024.300.000,00

96.979.225.444,00

REALISASI 2019

KURANG JUMLAH
SALUR
(Rp) (Rp)

0,00 1.413.830.000,00
0,00 23.084.705.658,00
0,00 808.040.800,00
0,00 1.276.208.800,00
0,00 567.138.000,00
0,00 15.485.386.634,00
0,00 0,00
0,00 30.072.466.204,00
0,00 1.247.238.910,00
0,00 2.024.300.000,00
0,00 96.979.225.444,00

Grafik 11

REALISASI 2019

m DAK Bidang Infrastruktur Air Minum

DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi

m DAK Bidang Keluarga Berencana

m DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

m DAK Bidang Kesehatan

m DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

m DAK Bidang Perdagangan

Pusat Lainnya

Anggaran 2019

Rp189.951.578.000,(

Realisasi2019
Rp185.455.780.904,1 Rpl167.488.330.939,C

REALISASI 2018

%

100

82,63

70,00

78,49
92,89

79,1

0,00

95,91

84,03

100,00

88,52

LEBIH / (KURANG)
(Rp)

(1.000,00)

(4.854.399.342,00)

(346.303.200,00)

(349.750.200,00)
(43.440.000,00)

(4.090.361.366,00)

0,00

(1.282.262.796,00)

(237.052.090,00)

0,00

(12.578.932.556,00)

Komposisi Realisasi Pendapatan Dana Alokasi KhususTahun 2019 dan 2018

Pendapatan Transfer Dari Pemerintah Rlaainya merupakan

REALISASI 2018
(Rp)

1.396.105.500,00

29.882.200.029,00

1.133.628.250,00

3.506.884.000,00
1.304.472.400,00

8.078.907.800,00

336.988.550,00

19.087.772.725,00

1.228.973.590,00

0,00

92.263.355.911,00

Realisasi 208

Pendapatan

Dana Penyesuaial ahun2019yangdianggarkan sebes&pl189.951.578.000,08engan
realisasi sebesar Rp185.455.780.904,18yang menandakan
pencapaian target anggaran sebd§qr4.495.797.095,82)atau 97,63%. Pendapatan
transfer inimengalamkenaikansebesar Rp7.967.44965,18ataul0,73% dari TA 20B

yang berjumlah Rp67.488.330.939,08ergan rincian sebagai berikut

terdapat

kekurangan
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ANGGARAN

Tabel 24 Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana Penyesuaian)
TA 2019 dan 2018

NO URAIAN SETELAH REALISASI 2019 % (KLL'JEF?/_'\",L(/B) REALISASI 2018
PERUBAHAN
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

1. Dana Insentif Daerah - 46.534.186.000,00 46.534.186.000,00 100,00 26.000.000.000,00
LRA

2. Tunjangan Profesi 79.484.344.000,00 73.499.195.041,00 92,47 (5.985.148.959,00) 77.656.618.639,00
Guru PNSD

3. Dana Tambahan 1.187.648.000,00 865.898.000,00 72,91 (321.750.000,00) 646.800.000,00
Penghasilan Guru
PNSD

4. Pendapatan Hibah 43.318.400.000,00 43.782.619.453,18 101,07 464.219.453,18 43.790.712.300,00
Dana BOS Sekolah
Dasar

5. Pendapatan Hibah 19.427.000.000,00 20.773.882.410,00 106,93 1.346.882.410,00 19.394.200.000,00
Dana BOS Sekolah
Menengah Pertama

Jumlah 189.951.578.000,00 185.455.780.904,18 97,63 (4.495.797.095,82) 167.488.330.939,00

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dana Bahan Penghasilan Guru
direalisasikan sebesar 8Gb.898.000,00 atau 72,91% dari target sebesar
Rp1.187.648.000,00Dana yang disalurkan mgrakan hasil verifikasi jumlahugu yang
tidak memiliki sertifikasi yang penyalannya melalui permohonan Pemerintdbta
Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ke KerfnKeuangan RI.

Grafik 12
Komposisi Realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat Lainnya (Dana
Penyesuaian) Tahun 2019 dan 2018
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60.000.000.000,00
50.000.000.000,00
40.000.000.000,00
30.000.000.000,00
20.000.000.000,00
10.000.000.000,00

Dana Insentif Tunjangan Dana Pendapatan Pendapatan
Daerah - LRA Profesi Guru Tambahan Hibah Dana Hibah Dana
PNSD Penghasilan BOS Sekolah BOS Sekolah
Guru PNSD Dasar Menengah
Pertama
REALISASI 2019 REALISAS| 2018
5.1.2.3 Transfer Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Pemerintah
Provinsi

Rp478.538.453.865,( Rp455.309.062.038,0 Rp316.849.390.000,0

Pendapatan Transfer Pemerint@berah Lainnya merupakan pendapatan Bagi

Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerirabvinsi Kalimantan Timur

Tahun 2019 yang dianggarkan sebesar Rp478.538.453.865,00 dengan realisasi sebesar
Rp455.309.062.038,00 sehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target
anggaran senilai(Rp23.229.391.827,00) atau 95,15%. Pendapatanmangalami
kenaikan selmar R{A38.459.672.038,0@&tau 43,70% dari TA 2@Lyang berjumlah
Rp316.849.390.000,00 Pendapatan Transfer Pemerintdbaerah Lainnya apat
dijelaskan sebagai berikut
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NO

ANGGARAN SETELAH

URAIAN

Dana Bagi
Hasil Pajak
dari
Provinsi
Bantuan
Keuangan
dari
Pemerintah
Daerah
Provinsi
Lainnya
Jumlah

PERUBAHAN
(Rp)

321.988.453.865,00

156.550.000.000,00

478.538.453.865,00

5.1.2.31 DanaBagi Hasil
Pajak dari

Provinsi

Rincian Realisasi Bagi Hasil Pajak dari Provinsi terdiri dari:

(Rp) (Rp)
298.759.062.038,00 92,79
156.550.000.000,00 100,00
455.309.062.038,00 95,15

Anggaran 2019

TA 2019 dan 2018
REALISASI 2019

%

Realisasi 2019

LEBIH / KURANG

(23.229.391.827,00)

0,00

(23.229.391.827,00)

Tabel 25 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

REALISASI 2018

(Rp)

266.019.978.000,00

50.829.412.000,00

316.849.390.000,00

Realisasi 208

Rp321.988.453.865,( Rp298.759.062.038,0( Rp266.019.978.000,0(

Penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi didgsada Peraturan Gubernur
Kalimantan TimurNomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahaatas Peraturan Gubernur
Kalimantan TimurNomor 11 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Pembagian Hasil
Penerimaan Pajak Provinsi Kalimantan Timuntuk Pemerintah Kabupaten/Kota

Tabel 26 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
TA 2019 dan 2018

NO URAIAN

1 Pendapatan
Bagi Hasil
Pajak
Kendaraan
Bermotor

2 Pendapatan
Bagi Hasil
dari Bea
Balik Nama
Kendaraan
Bermotor

3 Pendapatan
Bagi Hasil
dari Pajak
Bahan Bakar
Kendaraan
bermotor

4 Pendapatan
Bagi Hasil
dari Pajak
Pengambilan
dan
Pemanfaatan
Air
Permukaan

5 Pendapatan
Bagi Hasil
dari Pajak
Rokok

JUMLAH

dianggarkan

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN

(Rp)
65.438.452.194,00

69.223.412.421,00

160.907.444.261,00

868.432.417,00

25.550.712.572,00

321.988.453.865,00

Pendapatan

sebesar

MURNI
(Rp)
54.259.424.000,00

51.039.546.000,00

126.820.316.000,00

431.332.000,00

15.561.860.036,00

248.112.478.036,00

REALISASI 2019

KURANG SALUR
(Rp)
12.172.819.999,00

9.299.009.000,00

25.475.594.000,00

57.534.001,00

3.641.627.002,00

50.646.584.002,00

JUMLAH
(Rp)
66.432.243.999,00

60.338.555.000,00

152.295.910.000,00

488.866.001,00

19.203.487.038,00

298.759.062.038,00

101,52

87,16

94,65

56,29

75,16

92,79

LEBIH / KURANG
(Rp)

993.791.805,00

(8.884.857.421,00)

(8.611.534.261,00)

(379.566.416,00)

(6.347.225.534,00)

(23.229.391.827,00)

REALISASI 2018
(Rp)

55.624.090.000,00

55.396.124.000,00

133.889.411.000,00

431.044.000,00

20.679.309.000,00

266.019.978.000,00

TransfeDana Bagi Hasil Pajak Provinsi padaahun 2019

821.988.453.865,00 dengan

realisasi

sebesar

Rp298.759.062.038,06ehingga menandakan terdapat kekurangan pencapaian target

anggaran senilai(Rp23.229.391.827,00)atau 92,79%.

Pendapatan imnengaami
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kenaikan sebesar RP.739.084.038,0(atau 12,326 dari TA 20B yang berjumlah
Rp266.019.978.000,00
Grafik 13
Komposisi Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari ProvinsiTahun 2019 dan 2018

Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Rokok

Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak
Pengambilan dan Pemanfaatan Air...

Pendapatan Bagi Hasil dari Pajak Bahan
Bakar Kendaraan bermotor

Pendapatan Bagi Hasil dari Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor

Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan

Bermotor
100.000.000.000,00 200.000.000.000,00
REALISASI 2018 REALISASI 2019
5.1.24 Bantuan Keuangan Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

dari Provinsi dan

) Rp156.550.000.000,C Rp156.550.000.000,( Rp50.829.412.000,0t
Pemda lainnya

Bantuan Keuangan merupakan dana yang ditransfer dari datitg®emerintah
Provinsi Kalimantan Timyryang peruntukannya telah ditetapkaleh peraturan yang
berlaku Pengelchan Dana Bantuan Provinsi Kalimantan Tinmir berdasarka pada
Peraturan Gubernur Kalimantan Timd¥omor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara
Pemberian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah
Dagah Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Provinsi20Z9 adalah sebesar
Rp156.550.000.000,0atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Pendapatan ini
mengalampeningkatarsebesar R05.720.588.000,08tau207,996 dari TA 20B yang
berjumlah Rp0.829.412.000,08eperti yang dijaskan dalam tabel berikut

Tabel 27 Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan TimurTA 2019 dan 2018
ANGGARAN SETELAH LEBIH /

NO URAIAN PERUBAHAN REALISASI 2019 % KURANG REALISASI 2018
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1. Bantuan Keuangan dari 156.550.000.000,00 156.550.000.000,00 100,00 0,00 50.829.412.000,00
Provinsi dan Pemda
Lainnya
Jumlah 156.550.000.000,00 156.550.000.000,00 100,00 0,00 50.829.412.000,00
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Grafik 14
Komposisi Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemda lainnya
Tahun 2019 dan 2018
180.000.000.000,00
160.000.000.000,00
140.000.000.000,00
120.000.000.000,00
100.000.000.000,00
80.000.000.000,00
60.000.000.000,00
40.000.000.000,00

20.000.000.000,00

0,00

TA 2019 TA 2018
5.1.3 Lain-Lain Anggaran 2019 Realisasi 2019 Realisasi 208
Pendapatan 3 ,00,000.000,00  Rp3.000.000.000,0C Rp3.300.000.000,0
Daerah yang
Sah

Lain-lain PendapatanDaerah yang %h merupakan pendapan hibah dari
Pemerintah Pt yangmerupakarprogrambantuan dari Pemerintah Pusat dengasAID
untuk pelaksanaan pemasangan Sambungan Rumah (SR) demi ketersediaan air bersih yang
dilaksanakan oleh PDAMota Balikpapan

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar
Rp3000.000.000,00atau 100% dari target yang ditetapkan. Realisasiniehngalami
penurunansebesar(Rp300.000.000,0D atau (9,090) dari TA 2018 yang berjumlah
Rp3.300000.000,00

Tabel 28 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018
ANGGARAN LEBIH/

SETELAH REALISASI 2019 REALISASI 2018
NO URAIAN PERUBAHAN (Rp) % KUEANG (Rp)
(Rp) (Rp)
1. Pendapatan Hibah dari 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 0,00 3.300.000.000,00
Pemerintah Pusat
Jumlah 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 100,00 0,00 3.300.000.000,00
5.2 Belanja Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Daerah

Rp2.786.277.578.346,C Rp2.405.320.741.662, Rp2.119.971.369.743,

Belanjadaerahadalah semua kewajiban daerah yarakul sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih dalam perio@i& yang bersangkutarBelanja daeralerdiri dari
belanja operasibelanja modal dan belanja tak terduga dimaaala Tahun 2019
dianggarkan sebesar Rh786.277.578.346,00 dan  direalisasikan  sebesa
Rp2.405.320.741.662,3atau 86,33% Realisasi Belanja Daeramengalamikenaikan
sebesar R385.349.371.918,5&tau meningkatsebesarl3,48% dari Tahun 2018 yang
berjumlah sebesar R19.971.369.743,75eperti yang terlihat dalam tabel berikut:
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Tabel 29 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan 2018

ANGGARAN SETELAH
NO URAIAN PERUBAHAN REALISASI2019 %
R (Rp)
(Rp)
1. Belanja Operasi 1.943.252.515.152,00 1.715.684.334.151,31 88,29
2. Belanja Modal 831.783.646.194,00 687.770.681.357,02 82,69
3. Belanja Tak 11.241.417.000,00 1.865.726.154,00 16,60
Terduga
Jumlah 2.786.277.578.346,00 2.405.320.741.662,33 86,33

REALISASI 2018
(Rp)

1.508.174.657.439,17

608.340.577.920,58
3.456.134.384,00

2.119.971.369.743,75

KENAIKAN /
PENURUNAN

(Rp)
207.509.676.712,14

79.430.103.436,44
(1.590.408.230,00)

285.349.371.918,58

Rincian Belanjauntuk masingmasing OPD dapat dilihat padd.ampiran 1

sedangkan rincian belanja perderekening dapat dilihat padampiran 2.
Grafik 15

5.2.1 Belanja
Operasi

Komposisi Realisasi Belanja Daerah Tahun 2019 dan 2018
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BELANJA

REALISASI 2019

Anggaran 2019

BELANJA
OPERASI

REALISASI 2018

BELANJA MODAL BELANJA TAK
TERDUGA

Realisasi2019

Realisasi 208

Rp1.943.252.515.152,( Rp1.715.684.334.151,: Rp1.508.174.657.439,1

Belanja Operasi merupakgpengluaran anggaran untuk kegiataaharihari
pemerintahdaerah yang memberi manfaat jangka pendstanja Operasietdiri dari
belanja pegawai, belanja baradgn jasa belang hibah, belanja bantuansad dan
belanja subsidiPadaTahun2019Belanja Operasi dianggarkan Rp43.252.515.152,00
dan dapat dirdisasikan R.715.684.334.151,3tau88,2%6.

Realsasi belanja operasional bila dibandingkamun sebelumnya mengalami
kenaikan sebesar RP7.509.676.712,14tau 13,76 % seperti yang dirincikan sebagai

berikut

NO URAIAN

1. Belanja
Pegawai

2. Belanja
Barang
dan Jasa

3. Belanja
Subsidi

5. Belanja
Hibah

6. Belanja
Bantuan
Sosial

Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)

805.361.963.997,00

995.350.373.311,00

1.000.000.000,00
137.867.676.844,00

3.672.501.000,00

1.943.252.515.152,00

MURNI
(Rp)
716.011.205.422,24

837.375.260.000,50

1.000.000.000,00
114.721.353.514,00

2.228.826.800,00

1.671.336.645.736,74

REALISASI 2019

PEMBAYARAN
UTANG
(Rp)
33.781.323.803,10

10.566.364.611,47

0,00
0,00

0,00

44.347.688.414,57

JUMLAH REALISASI
(Rp)
749.792.529.225,34

847.941.624.611,97

1.000.000.000,00
114.721.353.514,00

2.228.826.800,00

1.715.684.334.151,31

Tabel 30 Rincian Belanja Operasi per 31 Desember TA 2019 dan 2018

% REALISASI 2018

(Rp)
93,10 726.387.818.545,85
85,19 711.557.984.716,32
100,00 800.000.000,00
83,21 68.336.760.377,00
60,69 1.092.093.800,00
88,29 1.508.174.657.439,17
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Grafik 16
Komposisi Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018
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Rincian belanja operasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut

5.2.1.1 Belanja Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Pegawal 805 .361.063.997,01 Rp749.792.529.225% Rp726.387.818.545,¢

Realisasi Belanja Pegawaierumkan realisasi belanja gajunjargan Pegawai
Negeri Sipi| penerimaaiikKepala Daerah dan Anggota DPRIDsentif Pemungutan Pajak
dan Retribusi DaerakertaUang Lemburdi lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan
Pada Tahun 2019 Belanja Pegawai dianggarkan senilai 889.361.963.997,0@an
direalisaskan sebesar R@9.792.529.225,34tau 93,10%. Belanja Pegawai TA019
mengalamikenaikansebesar B23.404.710.679,4%tau 3,226 dari TA 20B. Rincian
realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

ANGGARAN
SETELAH REALISASI 2019 REALISASI 2018
Ne UIRALARN PERUBAHAN (Rp) K (Rp)
(Rp)
1. Belanja Gaji dan Tunjangan 350.950.696.087,00  333.769.435.726,40 95,10  323.884.507.835,40

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS 396.163.987.910,00 372.017.153.335,00 93,90 368.286.925.784,00

3. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan 16.229.100.000,00 15.403.600.000,00 94,91 15.610.090.000,00
dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

4. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 37.094.206.000,00 24.367.328.163,94 65,69 18.606.294.926,45
5. Uang Lembur 4.923.974.000,00 4.235.012.000,00 86,01 0,00
Jumlah 805.361.963.997,00 749.792.529.225,34 93,10 726.387.818.545,85

Dari rincian di atas dapat dilihat bahwa belahjgentif Pemungutan Pajak
Daerahhanya terealisasi sebesar 2R867.328.163,94tau 65,69% dari target yang
ditetapkan sebesar Bp.094.206.000,0Rarena
1. Tidak dilakukan pencairan atas insentif pemungutan pajak daerah mineral bukan

logam dan batuan mengingat rekomendasi BP#&hun 2018 bahwa kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan di Balikpapan tidak termasuk objek
pajak.
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5.2.1.2 Belanja Barang

a > N PRE

o

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

2. Berdasarkan PP Maor 69 Tahun2010 Pasal 6 ay#P) dan Pasal 10 bahwa besaran
insentif ditetapkan melalui APBDA berkenaan. Penganggaran insentif di triwulan
IV yang dianggarkan dahunberjalan direalisasikan di triwulariTiA berikutnya.

Grafik 17
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018
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Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak Daerah

W Uang Lembur

Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

dan Jasa Rp995.350.373.311,0 Rp847.941.624.611,9 Rp711.557.984.716,3

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Balikpapan padian 2019
dianggarkan sebesar  895.350.373.311,00 dan direalisaskan  sebesar

Rp847.941.624.611,94tau 85,19%Belanja Barang danagamerupakan pengeluaran
yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegi@BD selamatahun berjalan
Realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatansebesar R}36.383.639.895,65tau
19,14 dari tahunsebelumnyaRincian realisasi BelanjadBangdan @&sadapat dilihat

pada tabel berikut:

Tabel 32 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2019 dan 2018

ANGGARAN
SETELAH REALISASI 2019 ® REALISASI 2018
URAIAN PERUBAHAN (Rp) % (Rp)
(Rp)
Belanja Bahan Pakai Habis 36.603.365.117,00 31.902.871.164,00 87,16 22.949.709.998,00
Belanja Bahan/Material 31.438.630.133,00 27.888.028.314,68 88,71 19.942.872.075,00
Belanja Jasa Kantor 101.111.877.512,00 81.048.067.142,00 80,16 80.822.208.209,20
Belanja Premi Asuransi 8.471.179.625,00 3.853.830.250,00 45,49 4.323.026.325,00
Belanja Perawatan Kendaraan 50.700.680.250,00 37.665.080.119,00 74,29 35.597.952.138,75
Bermotor
Belanja Cetak dan Penggandaan 16.353.972.450,00 14.028.236.005,00 85,78 11.913.035.794,00
Belanja Sewa 2.486.378.550,00 1.701.275.598,00 68,42 1.679.917.000,00
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Sarana Mobilitas 1.721.898.000,00 1.534.210.800,00 89,10 1.738.086.300,00
Belanja Sewa Alat Berat 3.509.220.000,00 3.506.807.662,37 99,93 0,00
Belanja Sewa Perlengkapan dan 7.505.174.100,00 6.027.655.863,00 80,31 6.541.719.214,00
Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman 91.195.419.900,00 76.857.075.952,95 84,28 59.306.922.271,00
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 2.800.469.000,00 2.593.180.599,00 92,60 1.321.154.100,00
Belanja Pakaian Kerja 8.107.305.000,00 6.219.117.310,00 76,71 4.780.825.320,00
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari 4.039.645.000,00 3.753.910.850,00 92,93 4.002.686.447,00
tertentu
Belanja Perjalanan Dinas 86.828.125.141,00 80.760.171.635,87 93,01 64.774.798.862,12
Belanja Pemeliharaan 100.091.981.250,00 89.420.683.822,47 89,34 48.864.133.440,00
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35.
36.

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.
44,
45,

46.

47.

48.
49.

50.

51.

52.

53.

URAIAN

Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Barang Untuk Diserahkan
kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi
dan bimbingan teknis PNS
Honorarium PNS

Honorarium Non PNS

Uang untuk diberikan kepada Pihak
Ketiga/Masyarakat
Honorarium Pengelolaan Dana BOS

Belanja Barang Dana Bos

Belanja Barang KAPITASI JKN
Belanja Jasa Berlangganan
Belanja Pemeriksaan Laboratorium
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

Belanja Barang Dan Jasa BLUD
RSKB Sayang lbu
Belanja Pengadaan Alat-Alat Ukur

Belanja Barang Perlengkapan Kantor
Belanja Barang Perlengkapan Dapur

Belanja Penyelesaian Perkara Hukum
Belanja Kontribusi Lomba

Belanja Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)

Belanja Jasa Tenaga
Terampil/Terlatih

Belanja Barang dan Jasa BLUD
Puskesmas

Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi
dan Bimbingan Teknis (Non PNS)
Belanja bahan Perlengkapan Kamar

Belanja Pengadaan Perlengkapan
Penghias ruangan

Belanja Pengadaan Alat-alat
perbengkelan

Belanja Jasa Perizinan

Belanja Barang Alat Kesehatan

Belanja Pengurusan Surat-Surat
Kendaraan

Belanja Barang Sarana dan
Prasarana Lalu Lintas Jalan
Belanja Barang Pengadaan
Buku/Kepustakaan

Belanja Tim Pemandu Haji Daerah

Belanja Barang dan Jasa Non
Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN)

Belanja Pegawai BLUD dan Kapitasi
JKN

Belanja Pegawai Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Belanja Barang dan Jasa BLUD
RSUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD UPT

Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
6.815.887.000,00

7.128.023.250,00

343.500.000,00
7.340.001.500,00

3.989.775.000,00
184.001.729.308,00
15.212.230.000,00

6.459.028.000,00
51.585.733.530,00
4.262.853.870,00
407.369.000,00
609.406.700,00
4.352.432.200,00
5.124.100.000,00

1.300.000,00
56.965.200,00
218.700.800,00
320.000.000,00
65.000.000,00
2.908.145.000,00

25.545.173.900,00
6.973.223.950,00
7.094.502.020,00

27.335.000,00
13.820.000,00

14.685.000,00

6.080.000,00
140.275.000,00
10.000.000,00

335.000.000,00
379.494.900,00

140.000.000,00
18.055.000,00

52.607.538.815,00
116.921.000,00
46.862.038.440,00

898.728.900,00
995.350.373.311,00
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REALISASI 2019
(Rp)

4.080.407.720,00

4.893.870.024,56

200.378.203,00
5.565.661.423,00

2.724.685.000,00
173.327.214.180,35
14.723.740.000,00

5.853.018.530,00
49.219.198.898,00
3.322.794.319,31
304.988.598,00
471.234.584,00
3.964.427.730,80
3.660.293.534,34

1.140.000,00
49.490.000,00
211.304.360,00
212.000.000,00
65.000.000,00
2.644.834.250,00

20.260.713.983,20
4.771.475.038,76
2.841.620.535,00

24.092.000,00
13.095.000,00

9.150.250,00

4.748.592,00
138.674.250,00
0,00

330.859.774,23
25.900.900,00

140.000.000,00
0,00

43.971.983.735,00
0,00
30.351.675.041,08

801.751.069,00
847.941.624.611,97

%

59,87
68,66

58,33
75,83

68,29
94,20
96,79

90,62
95,41
77,95
74,87
77,33
91,09
71,43

87,69
86,88
96,62
66,25
100,00
90,95

79,31
68,43
40,05

88,14
94,75

62,31

78,10
98,86
0,00

98,76
6,83

100,00
0,00

83,58
0,00
64,77

89,21
85,19

REALISASI 2018
(Rp)
2.134.090.260,00
15.276.231.195,00

122.305.909,00
4.990.991.515,49

2.780.350.000,00
163.659.579.778,00
4.273.100.000,00

8.899.782.754,00
46.672.598.712,00
2.642.891.985,22
311.086.293,00
334.332.385,00
2.776.049.034,00
4.313.711.036,08

0,00
5.300.000,00
15.222.000,00
94.500.000,00
50.000.000,00
948.753.750,00

13.159.738.133,00
4.108.794.010,93
1.755.700.400,00

0,00
0,00

0,00

8.123.592,00
0,00
0,00

0,00
0,00

130.000.000,00
0,00

37.583.312.699,30
0,00
25.562.354.339,44

390.037.440,79
711.557.984.716,32
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Dari rincian di atas dapat diberikan beberapa penjelsé&ait belanja sebagai

berikut

1.

Belanja Premi Asuransi sebesar 3853.830.250,00terdiri atas Belanja Premi
Asuransi Jiwa senilai Rfy.100.000,0@intuk anggota Tagana (Taruna Siaga Bencana)
sebanyak 95 orang pada Dinas SosialBalanja luran PeserBPJS Kesehatayang
peruntukannya untuk pembayaran iuran peserta BPJS Kesehatan bagi masyarakat
miskin (PBI) periode Januari s/d Desember 2019 senil&.836.730.250,0pada

Dinas Kesehatan.

. Belanja Sewa Alat Berat sebesar Bp06.807.662,3pada DinaPekerjaan Umum

terdiri atas belanja sewa eskavator sebes&il&p06.495,11sewa buldoser sebesar
Rp722.860.648,13sewawater tanksebesar R[30.015.233,35sewagrader sebesar
Rp851.856.482,40sewadump trucksebesar RfB83.560.462,30sewavibro roller
sebesar R§01.608.341,08

. Belanja Makanan dan Minuman sebesar 7&p57.075.952,95 mengalami

peningkatan sebesar Rp550.153.681,95dari realisasitahun sebelumnya sebesar
Rp59.306.922.271,00atau 129,59%. Peningkatan datahun sebelumnya secara
signifikan terdapat pada OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan
Kota, RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, Badan
Pengelola Keuangan Daerah dan Kecamatan Balikpapan Tengah.

. Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp80.76(68%187 mengalami peningkatan

sebesar R}6.985.372.773,75 dari realisasi tahun sebelumnya sebesar
Rp64.774.798.862,1atau 124,68%. Peningkatan datahun sebelumnya secara
signifikan terdapat pada OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial,
DKUMKMP, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan,
dan Dinas Perdagangan.

. Belanja Pemeliharaasebesar R§0.420.683.822,4fnengalami peningkatan sebesar

Rp40.556.550.382,47 dari realisasi  tahun sebelumnya sebesar
Rp48864.133.440,0@taul83,00%. Peningkatan secara signifikan terdapat pada OPD
RS Khusus Bersalin Sayang Ibu, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan
Permukiman, BPBD, Satpol PPP3AKB, Dinas Lingkungan HidupDKUMKMP

dan InspektorafTerdapat realisasidanja meliharaan sebesar Rp6.162.808.135,03
yang dilakukan pada objek bukan milik Pemerintah Kota Balikpapdaimkan milik
kementeriangmbaga.

. Uang untuk  diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakasebesar

Rp14.723.740.000,00mengalami peningkatan sebesar 1Rpt50.640.000,00dari
realisasitahun sebelumnya sebesar |/@73.100.000,0@&tau 314,57%.Peningkatan
secara signifikan terdapat pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dimana
belanja tersebut diperuntukkan kepada attet delatih yang berprestasi atau meraih
juara pada kejuaraan Porpréahun2018.

. Belanja Barang Perlengkapan Dapusebesar R11.304.360,00 mengalami

peningkatan sebesar BR§6.082.360,00dari realisasitahun sebelumnya sebesar
Rp15.222.000,0Gtau 1.88,19%6. Peningkatan secara signifikan terdapat pada Dinas
Lingkungan Hidup, Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata, Sekretariat Daerah, dan
Sekretariat DPRD.

. Belanja Penyelesaian Perkara Hukeebesar Rfi12.000.000,00nerupakan belanja

proses penyelesaian perkadan pemberian bantuan hukum atas perkara di
Tahun2018 danrahun2019.
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9. Belanja Pendidikan dan Pelatihan (DiklaBbesar Rh644.834.250,00nerupakan
belanja untuk diklat kepemimpindh Il dan IV serta diklat preabatan yang dikelola
pada legiatan OPD BKPSDM.

10Belanja Jasa Tenaga Terampil/Terlaskebesar R20.260.713.983,20merupakan
belanja untuk jasa tenaga ahli, jasa nardmr, jasa instruktysélatih, jasa tenaga
lepas, dan jasa keamanan y#eglapat pada kegiatdegiatan OPD.

Grafik 18
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

00.000.000.000,00

Informasi lain yang dapat disampaikarengenaBelanja Barang dan asa pada
Tahun2019 adalah terdapat kelebihan pembayaran pada beberapakemagdelanja

per kegiatan di fima) OPD yang dpat dijelaskan sebagai berikut
Tabel 33 Kelebihan Pembayaran pada 5 (Lima) OPD

. . L Kelebihan
No OPD Kegiatan Rekenl_ng PRI R REElBEES Pembayaran Keterangan
Belanja (Rp) (Rp) (Rp)
1 BPBD Pemeliharaan Belanja 468.344.000,00 472.633.353,00 (4.289.353,00) Telah
rutin/berkala Penggantian Disetor di
Kendaraan Suku Tahun 2020
Dinas/Operasional ~ Cadang
2 Dinas Pembinaan Belanja 21.385.000,00 30.655.846,00 (9.270.846,00) Telah
Sosial Lembaga perjalanan Disetor di
Kesejahteraan dinas luar Tahun 2020
Sosial (LKS) daerah
3 DKUMKP  Operasional UPT Belanja 4.400.000,00 4.550.400,00 (150.400,00) Telah
SIKS makanan Disetor di
dan Tahun 2020
minuman
harian
pegawai
4 BPKD Pengelolaan Belanja 1.044.000.000,00 1.060.602.235,00 (16.602.235,00) Belum ada
Gedung dan listrik penyetoran
Kantor (Gedung
Gabungan Dinas-
Dinas/GADIS)
Pengelolaan Belanja air 72.000.000,00 74.215.971,00 (2.215.971,00) Belum ada
Gedung dan penyetoran
Kantor (DOME)
5 Satpol Penyediaan Jasa Belanja 132.000.000,00 135.458.411,00 (3.458.411,00) Belum ada
PP Komunikasi, listrik penyetoran
Sumber Daya Air
dan Listrik
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52.1.3

5214

Belanja Subsidi Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Rp1.000.000.000,0C Rp1.000.000.000,0 Rp800.000.000,00

BelanjaSubsididirealisasikan sesarRpl1.000.000.000,06taul00% dari target
yang dianggarkanBelanjaSubsidi diperuntukkan bagi peningkatan pembangunan Kota
Balikpapanmelalui Perusahaatymum Daerah Manuntung Sukse&ota Balikpapan.
Belanja Subsidi jika dibadingkandenganTahun2018 mengalamkenaikansebesaP5%
atau sebesar Rp200.000.000,00 datahun sebelumnya yang berjumlah
Rp800.000.000,00 Belanja Subsidi diperuntukkan bagi anaknak sekolah yang
memanfaatkanBis Sekolah yang dikelola oleh PerusdaManuntung SukseXota
Balikpaman. Bis Sekolahdiperolehmelaluihibah dari PemerintaRusat atas keberhasilan
Kota Balikpapan meraih anagh Wahana Tata NugrahBana subsididipergunakan
Perusdavianuntung SukseKota Balikpaparuntuk membiayaioperasional bis sehingga
biaya transpdruntukanakanak sekolaimenjaditerjangkau.

Perhitungan penggunaan subsidi yang diperuntukkan untuk operasional bus
sekolahdapat dijelaskan sebagai berikut
1. Biaya yang diperlukan untuk operasional bus sekolah adalah Rp1.077.850.170,94
2. Biaya ratarataper siswa adalah Rp10.111,88ng didapat dari pembagian seluruh
biayasebesar Rp1.077.850.170,8dngan asumsi jumldtarcis terjual darll06.598

siswa
Tabel 34 Anggaran dan Realisasi Belanja Subsidi TA 2019 dan 2018

ANGGARAN

o URAIAN SETELAH REALISASI 2019 o R e
PERUBAHAN (Rp) 0 -

(Rp) (Rp)
1. Belanja Subsidi 1.000.000.000,00  1.000.000.000,00 100,00  800.000.000,00
Jumlah 1.000.000.000,00  1.000.000.000,00 100,00  800.000.000,00
Belanja Hibah Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi2018

Rp137.867.676.844,00Rp114.721.353.514,00Rp68.336.760.377,00

Belanja HibahpadaTahun2019 dianggarkan sebesarl3{F.867.676.844,00an
dapatdirealisasikan sebesRpl14.721.353.514,08tau83,21%. Realisasi Belanjailbdh
meningkat sebesar R46.384.593.137,0(Gatau 67,880 dari realisasi TA 208 yang
berjumlah sebesar BB.336.760.377,0Belanja Hbah diperuntukan bagi peningkatan
dan pastisipasi masyarataimbaga/organisasialam pembangunatan pendidikarKota
Balikpapan Realisasi Belanjddibah bila dibandingkan dengdaahunsebelumnyadapat
diuraikan sebagai berikut

Tabel 35 Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

Anggaran 2019 Realisasi 2018

q H H 0,

No Uraian (Rp) Realisasi 2019 (Rp) % (Rp)

1. Belanja Hibah kepada 15.469.483.750,00 12.376.500.000,00 80,01 8.517.000.000,00
Kelompok/Anggota
Masyarakat

2. Belanja Hibah kepada 93.104.950.000,00 79.706.040.860,00 85,61 37.062.117.751,00
Organisasi

Kemasyarakatan
3. Belanja Hibah Dana 29.293.243.094,00 22.638.812.654,00 77,28 22.757.642.626,00
BOS
Jumlah 137.867.676.844,00 114.721.353.514,00 83,21  68.336.760.377,00
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Grafik 19
Komposisi Realisasi Belanja Hibah Tahun 2019 dan 2018
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Masyarakat Kemasyarakatan

Realisasi 2019 Realisasi 2018

5.2.1.5 Belanja Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Bantuan Sosia
Rp3.672.501.000,0C Rp2.228.826.800,0( Rp1.092.093.800,0!

Belanja Bantuan Sosialdiperuntukan bagi peningkatan dan pemerataan
kesejahteraan masyarakat Kota BalikpapdPada Tahun 2019 bantuan sosial
direalisasikan sebes#&p2.228.826.800,0@tau 60,69%. Realisasi bantuan sosiedik
sebesar Rp136.733.000,00dari realisasi TA 208 yang berjumlah sebesar
Rp1.092.093.800,Q0kenaikan yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan bahwa
padaTahun2019Pemerintah Kot8alikpapan memberikan bantuan peningkatan kualitas
rumah tidaklayak huni yang sumber dananya diperoleh melalui alokasi DAK Reguler

2019.
Tabel 36 Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2019 dan 2018
AQSTGE'T‘_iﬁN REALISASI REALISASI
NO URAIAN PERUBAHAN 2019 % 2018
(Rp) (Rp) (Rp)
1. Belanja Bantuan Sosial kepada 3.672.501.000,00 2.228.826.800,00 60,69 1.092.093.800,00
Organisasi Sosial
Kemasyarakatan
Jumlah 3.672.501.000,00 2.228.826.800,00 60,69 1.092.093.800,00
5.2.2 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Rp831.783.646.194,00 Rp687.770.681.357,0: Rp608.340.577.920,%

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset
lainnya Pemerintah Kbta Balikpapanyang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi Belanja Mbdal meliputi antara lain belanja mddantuk perolehan tanah,
gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwBadiaTahun 2019 belanja modal
dianggarkan sebesar  &31.783.646.194,00 dan direalisasikan sebesar
Rp687.770.681.357,0Atau 82,69% Realisai Belanja ModalTA 2019 mengalami
kenailan sebesar Rf0.430.103.436,44tau 13,0806 dibandingkan dengaiA 2018
dengan rincian sebagai berikut:
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NO

6.

URAIAN

Belanja
Modal Tanah
Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan
Belanja
Modal Aset
Tetap
Lainnya
Belanja Aset
Lainnya

Jumlah

Tabel 37

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)

63.292.031.750,00

105.615.791.979,00

166.239.368.490,00

460.874.628.830,00

34.216.764.645,00

1.545.060.500,00

831.783.646.194,00

Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan TA 2018
REALISASI 2019
PEMBAYARAN JUMLAH %
M(Lél;;\" UTANG REALISASI
(Rp) (Rp)
13.023.016.543,24 0,00 13.023.016.543,24 20,58
92.286.750.125,68 0,00 92.286.750.125,68 87,38
136.068.318.925,39 0,00 136.068.318.925,39 81,85
415.921.306.815,97 0,00 415.921.306.815,97 90,25
29.376.833.846,74 0,00 29.376.833.846,74 85,86
1.094.455.100,00 0,00 1.094.455.100,00 70,84
687.770.681.357,02 0,00 687.770.681.357,02 82,69
Grafik 20

Komposisi Realisasi Belanja Modal Tahun 2019 dan 2018
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Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja
Modal Modal Modal Modal Modal Aset
Tanah Peralatan Gedung Jalan, Aset Lainnya
dan dan Irigasi Tetap
Mesin Bangunan dan Lainnya
laringan

REALISASI 2019 REALISASI 2018

REALISASI 2018
(Rp)

55.810.737.585,00

83.075.215.847,10

106.275.034.611,15

328.086.131.679,59

33.474.330.857,74

1.619.127.340,00

608.340.577.920,58

Informasi lainnya yang perldiungkapkan mengenai realisasi Belanjadsl

Pemerintah Kota Balikpapahahun2019 adalah terdapat beberapa kegiatan kontruksi
pada beberapa OPD yang fisiknya tidak dapat diselesaikan sesuai kontrak sampai

TA 2019berakhirdengan rincian sebagai berikut
Tabel 38 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak

No

Kegiatan &l

1. Pembangunan penambahan ruang kerja Irban, ruang arsip dan musholla
Inspektorat

o ~ wD

Damai Bahagia

N oo

Pembangunan VIP Room BSCC Dome

Landscape dan peningkatan stadion Batakan

Pembangunan pagar keliling Stadion Batakan

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Jl. Jend. Sudirman RT.19 Kel.

Pembangunan saluran drainase tersier Ruhui Rahayu Il
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong inlet Bendali Wonorejo

8. Peningkatan jalan Baturatna Kel. Karang Joang
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Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Pekerjaan Umum

sa Kontrak
(Rp)
395.174.392,13

626.961.259,52
142.289.372,30
285.268.328,67

87.384.211,73

41.604.691,56
76.649.190,47
126.319.565,87
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No Kegiatan Sisa Kontrak

9. Peningkatan jalan Ruhui Rahayu 77?5‘)3)6.735,00
10. Peningkatan jalan Ruhui Rahayu Il 168.855.183,87
11.  Peningkatan jalan menuju Kampus ITK Balikpapan 282.150.687,28
12.  Peningkatan jalan Wolter Monginsidi Kel. Baru Ulu 209.317.990,50
13.  Pemeliharaan trotoar dan median Jl. Sudirman 694.050.000,00

Jumlah 3.908.561.608,90

Tabel 39 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak
Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Perumahan dan Permukiman
Sisa Kontrak

No Kegiatan (Rp)

1. Perbaikan taman kawasan RSS Damai lll 24.400.040,42

2. Perbaikan taman samping Masjid At-Tagwa 15.347.056,64
Jumlah 39.747.097,06

Tabel 40 Kegiatan Konstruksi yang Fisiknya Tidak Dapat Diselesaikan Sesuai Kontrak
Sampai Akhir Tahun Anggaran Berakhir pada Dinas Koperasi,
Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian
Sisa Kontrak

No Kegiatan (Rp)
1. Pembangunan gudang bahan baku SIKT (3 unit) DAK TA 2019 2.023.615.471,90
2. Supervisi pembangunan gudang bahan baku SIKT (3 unit) DAK TA 2019 135.685.500,00
Jumlah 2.159.300.971,90
Realisasi Belanja ModdlA 2019 dapat diuraikan sebagai berikut
5.2.21 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208
Tanah Rp63.292.031.750,( Rp13.023.016.543,24 Rp55.810.737.585,00

Belanja Modal T®&nah dianggarkan sebesar 6R[292.031.750,00 dan
direalisasikan dwesar Rf3.023.016.543,24tau 20,58%yang menandakan terdapat
penurunarsebesafRp42.787.721.041,76tau(76,67%)dari realisasi TA 208 sebesar
Rp55.810.737.585,00engan rincian sebagai berikut

Tabel 41 Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2019 dan 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
NO URAIAN PS&JE}'&QXN TR PEMBAYARAN JUMLAH % REAL'(SRA‘?' 2028
UTANG REALISASI 2

(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

Belanja Modal
1. Pengadaan 1.150.990.000,00 587.143.575,24 0,00 587.143.575,24 51,01 1.035.695.000,00
Kolam lkan
Belanja modal
Pengadaan
Tanah Pengguna
Lain
Belanja modal
Pengadaan
3. Tanah untuk 18.531.673.500,00 8.851.562.000,00 0,00 8.851.562.000,00 47,76 14.998.623.000,00

Bangunan

Gedung

Belanja modal

Pengadaan
4. Tanah Untuk 40.926.237.000,00 3.584.310.968,00 0,00 3.584.310.968,00 8,76 32.610.169.586,00

Bangunan Bukan

Gedung

Jumlah 63.292.031.750,00 13.023.016.543,24 0,00 13.023.016.543,24 20,58 55.810.737.585,00
Rendahnya realisaBelanja Modal Bnah dari anggaran yang telah ditetapkan

tersebutantara lairdapat dijelaskan sebagai berikut

1. Belanja Modal Pengadaan Tanah Penggurn Lyang peruntukannya untuk
pengadaanTaman Bekapai tidak dapat direalisasikan dari anggaran senilai

2.683.131.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.166.249.999,00
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5.2.22 Belanja Modal

NO

Rp2.683.131.250,00 kama status tanalBekapai yang masih dalam proses
pengukuran ulang tanah oleh BPNPengadan ini kembali dianggarkan di
Tahun2020.

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunadu@g yang salah satunya
adalah rencana pengadaan tanah umakgunan rstitut Teknologi Kalimantan
tidak dapat direalisasikan karena masa berlaku penetapan lokasi berakhir di
Desember 2019 sehingga tidak sempat melakukan mekanisme pembayaran.
Belanja Modal Pengadaan Tanattuk Bangunan Bukan Gedurygng antara lain
adalah pngadaan di wilayah Kelurahan Teritjpang proses pembayarannya
dialokasikan dan dialihkan di APBN melalui BWS Kalimantan Timursedangkan
untuk pengadaan di lokasi Embung Aji Raden tidak terlaksana pembayarannya
karena panitia pengadaan tanah baru sampada tahapan pembuatan peta bidang

dan identifikasi tanam tumbuh.
Grafik 21
Komposisi Realisasi Belanja Modal TanahTahun 2019 dan 2018

REALISASI 2018

REALISASI 2019
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Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain

Belanja modal Pengadaan Kolam lkan

Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
M Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

Belanja Modal Tanah

Peralatan dan
Mesin

Anggaran 2019

Realisasi2019

Realisasi 208

Rp105.615.791.9790 Rp92.286.750.125,6¢ Rp83.075.215.847,1

Belanja Modal Peralatan dan &&in padaTahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp105.615.791.979,0@an direalisasikan sebesar R286.750.125,6&tau 87,38%.
RealisasiTahun2019 mengami peningkatarsebesaRp9.211.534.278,5&tau11,09%

dari realisasi TA 208 sebesar R§8.075.215.847,18engan rincian sebagai berikut:
Tabel 42 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2019 dan 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
SETELAH REALISASI 2018
URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH %
PERL(”EA)HAN M(lé';;\“ UTANG REALISASI (Rp)
P (Rp) (Rp)

Belanja modal 3.307.750.000,00 3.065.686.000,00 0,00 3.065.686.000,00 92,68 0,00
Pengadaan Alat-
Alat Besar Darat
Belanja modal 100.000.000,00 99.726.000,00 0,00 99.726.000,00 99,73 0,00
Pengadaan Alat-
Alat Besar Apung
Belanja modal 2.046.392.000,00 1.902.041.650,00 0,00 1.902.041.650,00 92,95  17.269.008.200,00
Pengadaan Alat-
alat Bantu
Belanja modal 34.723.987.850,00 28.617.124.139,23 0,00 28.617.124.139,23 82,41 18.122.963.150,00

Pengadaan Alat
Angkutan Darat
Bermotor
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NO

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

URAIAN

Belanja modal
Pengadaan Alat
Angkutan Darat
Tak Bermotor
Belanja modal
Pengadaan Alat
Angkut Apung
Bermotor
Belanja modal
Pengadaan Alat
Bengkel Bermesin
Belanja modal
Pengadaan Alat
Bengkel Tak
Bermesin
Belanja modal
Pengadaan Alat
Ukur

Belanja modal
Pengadaan Alat
Pengolahan
Belanja modal
Pengadaan Alat
Pemeliharaan
Tanaman/Alat
Penyimpan
Belanja modal
Pengadaan Alat
Kantor

Belanja modal
Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Belanja modal
Pengadaan
Komputer
Belanja modal
Pengadaan Meja
Dan Kursi
Kerja/Rapat
Pejabat

Belanja modal
Pengadaan Alat
Studio

Belanja modal
Pengadaan Alat
Komunikasi
Belanja modal
Pengadaan Alat
Kedokteran
Belanja modal
Pengadaan Alat
Kesehatan
Belanja modal
Pengadaan Unit-
Unit Laboratorium
Belanja modal
Pengadaan Alat
Peraga/Praktek
Sekolah
Belanja modal
Pengadaan Alat
Laboratorium
Lingkungan Hidup
Belanja modal
Pengadaan
Persenjataan Non
Senjata Api
Belanja modal
Pengadaan Alat
Keamanan dan
Perlindungan
Belanja Modal
Pengadaan
Sarana/ Peralatan
Pengolahan
Sampah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)
4.500.000,00

302.338.676,00

23.650.000,00

186.044.200,00

1.519.948.500,00

335.204.232,00

5.636.176.000,00

17.706.736.171,00

18.945.879.850,00

13.182.187.000,00

1.759.834.500,00

306.550.000,00

2.062.444.650,00

818.966.600,00

607.426.750,00

878.097.000,00

998.578.000,00

MURNI
(Rp)
4.214.000,00

289.008.500,00

21.276.560,00

178.380.450,00

1.219.467.880,00

254.597.500,00

2.749.750.745,00

16.341.589.872,50

18.328.770.774,00

12.616.066.013,00

1.593.993.245,00

280.838.970,00

1.622.836.950,95

785.899.224,00

573.798.249,00

834.399.400,00

748.914.033,00
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REALISASI 2019

PEMBAYARAN
UTANG
(Rp)

0,00

JUMLAH
REALISAS
(Rp)
4.214.000,00

289.008.500,00

21.276.560,00

178.380.450,00

1.219.467.880,00

254.597.500,00

2.749.750.745,00

16.341.589.872,50

18.328.770.774,00

12.616.066.013,00

1.593.993.245,00

280.838.970,00

1.622.836.950,95

785.899.224,00

573.798.249,00

834.399.400,00

748.914.033,00

%

93,64

0,00

95,59

89,96

95,88

80,23

75,95

48,79

92,29

96,74

95,71

90,58

91,61

78,69

95,96

94,46

0,00

0,00

0,00

95,02
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REALISASI 2018
(Rp)

0,00

172.150.000,00

371.910.000,00

23.042.000,00

493.454.000,00

60.863.000,00

173.593.500,00

2.276.146.436,00

10.153.533.647,00

14.157.166.981,00

9.739.627.000,00

704.813.200,00

233.401.200,00

2.777.061.576,10

1.146.572.280,00

2.081.619.427,00

5.621.000,00

7.800.000,00

221.123.250,00

562.918.000,00

386.038.500,00
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5.2.23 Belanja Modal

NO

NO URAIAN
26. Belanja Modal
Pengadaan
Sarana/ Peralatan
Pemadam
Kebakaran
Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN MURNI
(Rp) (Rp)

163.100.000,00

105.615.791.979,00

35.000.000.000,00

30.000.000.000,00

25.000.000.000,00

20.000.000.000,00

15.000.000.000,00

10.000.000.000,00

5.000.000.000,00

URAIAN

Belanja modal
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Kerja
Belanja modal
Pengadaan Bangunan
Gedung Tempat Tinggal
Belanja modal
Pengadaan
Monumen/Bangunan
Bersejarah

Belanja modal
Pengadaan Tugu Titik
Kontrol/Pasti

Belanja modal
Pengadaan Rambu-
Rambu

Belanja Modal
Pengadaan Taman
serta Sarana dan
Prasarananya

Belanja Modal
Pengadaan Sarana
Prasarana Pemakaman

Bantu
motor

Alat-ala

Alat-Alat Besar Darat
Alat-Alat Be sar Apung
Alat Angkutan Darat Be

92.286.750.125,68

158.369.970,00

REALISASI 2019

PEMBAYARAN
UTANG
(Rp)

0,00

0,00

Grafik 22
Komposisi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan MesinTahun 2019 dan 2018

JUMLAH
REALISASI
(Rp)
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at Tak...
motor
mesin
mesin
Alat Ukur
Alat Pengolahan

Alat Pemeliharaan...
Alat Kantor
Alat Rumah Tangga

Alat Bengkel Be

Komputer

Alat Studio

Alat Komunikasi
Alat Kedokteran
Alat Kesehatan

Unit-Unit Laboratorium

Alat Angkutan Da
Alat Angkut Apung Be

Alat Bengkel Tak Bes

REALISASI 2019

Anggaran 2019

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN MURNI
(Rp) (Rp)

130.349.679.145,00

1.638.000.000,00

79.000.000,00

300.000.000,00

600.400.000,00

4.965.153.000,00

1.300.529.000,00

107.586.925.170,41

1.603.963.000,00

77.659.800,00

94.097.940,81

596.171.675,00

4.241.486.409,19

1.175.435.061,64

Meja Dan Kurs Kerja/Rapat...

REALISASI 2018

Alat Peraga/Praktek Sekolah
Alat Laboratorium Lingkungan..,
Persenjataan Non Senjata Api
Sarana/ Peralatan Pengolahan...

Sarana/ Peralatan Pemadam..!

Alat Keamanan dan Perlindungan

Realisasi2019

Gedung dan Bangunar Rp166.239.368.490,0 Rp136.068.318.925,3 Rp106.275.034.611,1¢

Belanja Modal Gedungdan Bangunanpada Tahun 2019 dianggarkan sebesar
Rpl166.239.368.490,0@an direalisasikan sebesar 136.068.318.925,3%tau 81,85%
yang menandakan terdapgagningkatarsebesar R20.793.284.314,24tau 28,03%dari

realisasiTA 2018 sebesar RH06.275.034.611,18engan rincian sebagai berikut:
Tabel 43 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

REALISASI 2019

PEMBAYARAN
UTANG

(Rp)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

JUMLAH
REALISASI
(Rp)

107.586.925.170,41

1.603.963.000,00

77.659.800,00

94.097.940,81

596.171.675,00

4.241.486.409,19

1.175.435.061,64

97,1

87,38

REALISASI 2018
(Rp)

1.934.789.500,00

83.075.215.847,10

Realisasi 208

%

82,54

97,92

98,3

31,37

99,3

85,43

90,38

REALISASI 2018
(Rp)

81.728.994.253,15

1.300.142.109,00

0,00

155.940.000,00

4.955.240.840,00

1.673.479.555,00

649.806.200,00
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ANGGARAN
SETELAH

REALISASI 2019

REALISASI 2018

NO URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH %
PERL(JIE/;HAN M&iﬁ;\“ UTANG REALISASI Rp)
4 (Rp) (Rp)
Belanja Modal
8. Pengadaan Pendukung 19.486.693.795,00 17.623.835.201,56 0,00 17.623.835.201,56 90,44 6.860.739.904,00
Bangunan
Belanja Modal
9. Pengadaan Prasarana 4.512.000.000,00 1.405.854.990,19 0,00 1.405.854.990,19 31,16 8.543.833.000,00
Pariwisata
Belanja Modal
10. Pengadaan Prasarana 1.421.700.000,00 1.312.323.676,59 0,00 1.312.323.676,59 92,31 406.858.750,00
Pengolahan Sampah
Belanja Modal
11. Pengadaan Bangunan 1.586.213.550,00 350.566.000,00 0,00 350.566.000,00 22,1
Kemasyarakatan
Jumlah 166.239.368.490,00  136.068.318.925,39 0,00 136.068.318.925,39 81,85 106.275.034.611,15
Grafik 23

Komposisi Realisasi Belanja Modal Gedung dan BangunanTahun 2019 dan 2018
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5.2.24 Belanja Modal Anggaran 2019 Realisasi2019 Realisasi 208

Jalan, Irigasi dan

. Rp460.874.628.830,0(Rp415.921.306.815,91Rp328.086.131.679,¢
Jaringan

Belanja Mbdal Jalan, Irigasi dan JaringgradaTahun2019 dianggarkan sebesar
Rp460.874.628.830,0@an direalisasikan sebesar 42p.921.306.815,9%Atau 90,25%
yang menandakan terdapmningkatarsebesar R§7.835.175.136,38tau26,77%dari

realisasi TA 208 sebesar R$28.086.131.679,58engan rincian sebagai berikut:
Tabel 44 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2019 dan 2018

ANGGARAN REALISASI 2019
SETELAH REALISASI 2018
NO URAIAN PEMBAYARAN JUMLAH %
PERL(JSA)HAN M(Léﬁg\“ UTANG REALISASI (Rp)
P (Rp) (Rp)
Belanja modal
1. Pengadaan 342.050.443.850,00  315.037.295.160,58 0,00 315.037.295.160,58 92,1  217.226.808.233,00
Jalan
Belanja modal
2. Pengadaan 3.771.350.400,00 2.536.083.698,95 0,00 2.536.083.698,95 67,25  21.117.483.406,59
Jembatan
Belanja modal
3, gengadaa”. 220.000.000,00 213.475.800,00 0,00 213.475.800,00 97,03 348.531.000,00
angunan Air
Bersih/Baku
4. Belanja modal 450.000.000,00 442.200.000,00 0,00 442.200.000,00 98,27 3.053.680.500,00
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NO

10.

11.

12.

13.

14.

URAIAN

Pengadaan
Bangunan Air
Kotor

Belanja modal
Pengadaan
Bangunan Air
Belanja modal
Pengadaan
Instalasi Air
Minum Bersih
Belanja modal
Pengadaan
Instalasi Air
Kotor

Belanja modal
Pengadaan
Instalasi
Pengolahan
Sampah Non
Organik
Belanja modal
Pengadaan
Instalasi Gardu
Listrik

Belanja modal
Pengadaan
Instalasi Gas
Belanja modal
Pengadaan
Instalasi
Pengaman
Belanja modal
Pengadaan
Jaringan Air
Minum
Belanja modal
Pengadaan
Jaringan Listrik
Belanja modal
Pengadaan
Jaringan Gas

Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)

81.023.535.930,00

27.261.011.000,00

893.141.000,00

39.252.400,00

0,00

177.000.000,00

135.000.250,00

616.000.000,00

3.677.894.000,00

560.000.000,00

460.874.628.830,00

REALISASI 2019

M(lé';;\“ PEMUBT/:\A\'(\I/-(\BRAN
(Rp)
65.932.341.762,24 0,00
26.198.756.580,34 0,00
760.296.530,79 0,00
39.200.000,00 0,00
0,00 0,00
173.855.000,00 0,00
130.585.600,00 0,00
493.586.247,27 0,00
3.412.562.745,00 0,00
551.067.690,80 0,00
415.921.306.815,97 0,00
Grafik 24

JUMLAH
REALISASI

(Rp)

65.932.341.762,24

26.198.756.580,34

760.296.530,79

39.200.000,00

0,00

173.855.000,00

130.585.600,00

493.586.247,27

3.412.562.745,00

551.067.690,80

415.921.306.815,97

81,37

96,1

85,13

99,87

0,00

98,22

96,73

80,13

92,79

98,4

90,25

Komposisi Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan JaringanTahun 2019

laringan Gas
laringan Listrik
Jaringan Air Minum
Instalasi Pengaman
Instalasi Gas

Instalasi Gardu Listrik

Instalasi Pengolahan Sampah Non...

Instalasi Air Kotor
Instalasi Air Minum Bersih
Bangunan Air

Bangunan Air Kotor
Bangunan Air Bersih/Baku
Jembatan

Jalan

REALISASI 2018

200.000.000.000,00

REALISASI 2019

400.000.000.000,00

REALISASI 2018
(Rp)

62.469.614.875,00

10.815.998.915,00

5.842.182.000,00

59.840.000,00

336.800.000,00

0,00

57.750.000,00

28.052.750,00

6.729.390.000,00

0,00

328.086.131.679,59
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5.2.25 Belanja Modal

NO

10.

11.

12.

13.

Aset Tetap Lainnya

Anggaran 2019

Realisasi2019

Realisasi 208
Rp34.216.764.645,( Rp29.376.833.846,74 Rp33.474.330.857,74

Belanja Modal Aset Tetap dinnya padaTahun 2019 dianggarkan sebesar
Rp34.216.764.645,00an direalisasikan sebesarZR376.833.846,74tau 85,86%ang
menandakan terdapgtenurunansebesar(Rp4.097.497.0100) atau (12,246) dari

realisasi TA 208 sebesar R33.474.330.857,7dengan rincian sebagai berikut

Tabel 45 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018

URAIAN

Belanja modal
Pengadaan Buku
Belanja modal
Pengadaan
Barang-Barang
Perpustakaan
Belanja modal
Pengadaan
Barang Bercorak
Kebudayaan
Belanja modal
Pengadaan Alat
Olah Raga
Lainnya
Belanja modal
Pengadaan
Tanaman
Belanja Modal
BLUD RSKBSI
Belanja Modal
BLUD
Puskesmas
Belanja Modal
Pengadaan Alat
Permainan
Belanja Modal
BLUD RSUD
Belanja Modal
Aset Tetap Tak
Berwujud
Belanja Modal
Dana BOS
Belanja Modal
BLUD Unit
Pelaksana
Teknis (UPT)
Belanja Modal
Kapitasi JKN

Jumlah

ANGGARAN
SETELAH
PERUBAHAN
(Rp)

124.800.000,00

181.450.000,00

165.707.200,00

21.800.000,00

100.000.000,00
1.657.500.000,00

1.834.559.125,00

156.857.300,00
3.203.500.000,00
20.380.341.750,00

4.700.638.470,00

395.977.800,00

1.293.633.000,00

34.216.764.645,00

REALISASI 2019

SRR PEMBAYARAN
(Rp) UTANG
(Rp)
85.886.900,00 0,00
157.854.000,00 0,00
161.723.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
97.240.000,00 0,00
1.159.577.487,00 0,00
1.252.767.660,00 0,00
93.018.750,00 0,00
2.257.163.240,00 0,00
18.532.544.979,50 0,00
4.129.360.849,74 0,00
309.570.800,00 0,00
1.121.126.180,50 0,00
29.376.833.846,74 0,00
Grafik 25

JUMLAH
REALISASI
(Rp)

85.886.900,00

157.854.000,00

161.723.000,00

19.000.000,00

97.240.000,00
1.159.577.487,00

1.252.767.660,00

93.018.750,00
2.257.163.240,00
18.532.544.979,50

4.129.360.849,74

309.570.800,00

1.121.126.180,50

29.376.833.846,74

%

68,82

87,00

97,60

87,16

97,24

69,96

68,29

59,30

70,46

90,93

87,85

78,18

86,66

85,86

Komposisi Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 dan 2018
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REALISASI 2018
(Rp)

716.461.552,00

0,00

70.850.000,00

0,00

724.423.808,00

1.118.632.926,99

37.437.400,00

2.250.931.840,00

19.669.422.196,75

7.674.235.004,00

0,00

1.211.936.130,00

33.474.330.857,74
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